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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Pembangunan dalam bidang fisik merupakan bagian dari pembangunan
nasional secara keseluruhan yang pelaksanaannya terus ditingkatkan tahap demi tahap
dan meliputi seluruh wilayah tanah air. Wujud dari pembangunan fisik antara lamn
berupa pembangunan gedung-gedung perkantoran, perumahan, pembangunan jalan,
pasar dan pusat perbelanjaan. Kesemuanya itu diusahakan oleh pemerintah bekenja
sama dengan pihak swasta untuk menunjang tercapainya kesejahteraan selurvh rakyat
Indonesia. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus segera berbenzh din
untuk memungkatkan dan mengoptimalkan aspek layanan publik terhadap masyarakat
melalui kebijakan dan/atau peraturan yang efektif, efesiensi dan yang berpihak pada
kepentingan masyarakat serta yang tak kalah pentingnya adalah
transparansi‘keterbukaan serta jaminan akses informasi publik atau kebebasan
memperolch informasi.

Scjalen dengan pesatnya pembangunan bidang fisik, sangat perlu juga
divpayakan pembangunar dalam bidang hukum schingga hukum senantiasa dapat
mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian
diharapkan bahwa hukum dapat menunjang kelancaran pelaksansan pembangunan
serta pengamanan hasil-hasil pembangunan fisik yang telah dicapai. Pembangunan
fistk oleh pemerintah yang bertumpu pada landasan yuridis yang menyentuh khalayak

ramai harus berpegang pada prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi.

ju
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Sehubungan dengan keterbukaan atau transparansi terdapat beberapa alasan
pentingnya kebebasan memperoleh informasi yaitu:

1. Hak atas informast sebagar Hak Asasi Manusia (Human Rights) |
2. Sala satu upaya mewujudkan Pemenntah Terbuka ;
3. Membentuk peran masyarakat yang berkualitas.’

Pemenntah yang terbuka lebih lanjut mengisyaratkan adanya 6 (enam) hak
publik:

1. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi
publiknya (right to observe) |

2. Hak dan akses publik atas informasi (freedom of information)

. Hak publik untuk berpartisipasi (right 10 participate) |,

4. Hak publik untuk melindungr dalam mngukapkan kebenaran (whistle blower

protectiony

. Kebebasan pers yang berkualitas ;

6. Mekanisme hukum dalam mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas
dilanggar (right to appeal)’

[rel

LA

Fungsi penvelenggaraan pemenntah dalam hal pelavanan terhadap publik
masth dirasakan belum optimal, hal mana disebabkan oleh beberapa faktor di
antaranya berkaitan dengan kultur penyelenggaran tugas dan fungsi tersebut yang
masih menganggap informasi sebagai hak eksfusif yang tidak perlu dibagi dan dibuka
untuk khalavak ramai, di sisi lain masth sangat lemahnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya akses informasi serta kurangnva jaminan hak publik atas
informasi vang bersifat tegas dan tidak adanya mekanisme dalam mewijudkannya

Pemenntah dalam hal ini baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban

menyediakan kebutuhan rakvat dalam berbagal bentuknya baik berupa jasa, barang

' Radi Rahmat Pumama, Jaminan Akses Informasi Dalam Mewsjudhan Pemerintahan
Yang Ta;bukn dan Demokrasi, Teropong Edisi V {MaPPI-FH UI), Jakarta April-Mei 2002 h 18
Thid
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maupun pembangunan infrastruktur, ditmana hal tersebut merupakan bagian yang
penting dalam penyelenggaraan pemenntahan. Dalam pemenuhan kewajiban tersebut
tentunya pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dimana ketika bicara
tentang pembangunan tentunya hal tersebut terkait dengan pembangunan kebutuhan
masyarakat disatu sisi serta penggunaan dan ketersediaan anggaran di sisi lain
Terkait dengan keterbatasan anggaran dalam hal inu tentunya menstimulus pemerintah
untuk melakukan kebijakan dengan melibatkan para pelaku usaha dalam mengelola
sumber ekonomi dengan melalui sistem invesrasi yang sala satunya adalah Built,
Operate and Transfer atau Bangun, Guna dan Serah yang selanjutnya disebut BOT.
Kerja sama pemerintah dan swasta (invesfor) dalam bentuk BOT, sangat berperan
dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Sebab pihak investor memiliki dana
untuk siap dialokasikan pada proyek tertentu dan pada negara-negara sedang
berkembang selalu mengalarm kesulitan dalam perolehan dana pembangunan Itulah
sebabnya schingga Amirizal menyatakan:’
“Bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan sumberdaya alam yang banyak,
tenaga terampil yang cukup,manajemen yang baik stabilitas politik yang mantap
dan lain-lain faktor. Namun, persoalan utama terletak pada kebwuhan akon
sumber modal unnuk investasi {cetak miring oleh penulis) karena baik pemerintah
dan swasta membutuhkannya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan
dengan cara mengimpor baik keahlian (manajemen dan teknohlogi, serta
Jjasa,maupun barang dan peralatan}.”
Terdapat beberapa bhal yang perlu diperhatikan dalam BOT yaitu : (a)
kebijakan umum pemerintah tentang bidang-bidang proyek sumber daya ekonomi

yang menjadi obyek BOT (b) aspek teknis (c) aspek finansial (d) aspek

3 Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah dan Praktek, cctakan pertama Djambatan 1999, h.1.
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pengoperasian dan prosedural dan (e) aspek hukum.® Kebijakan pemeriniah
(pusat,provinsi, kabupatenvkota) dalam hal untuk mendapatkan dana segar (fresh
money) sangat terkait dengan penerapan investasi dalam bentuk BOT. Scbab
pengerjaannya tidak hanya mengerjakan proyek-proyek yang langsung berkaitan
dengan antara badan-badan hukum privat (perseroan dan individu) tetapi
pengoperasiannya menyentuh kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan yang
melibatkan pthak lain/pelaku usaha disatu sisi dan pemernintah di sisi lain, sehingga
ditinjau dan sisi subyek hukumnya aspek hukum dalam penerapannya tidak hanya
masuk dalam ranah hukum perdata tetapi masuk pula dalam ranah hukum publik.
Dan uraian di atas terdapat konsckuensinya pemerintah harus kreatif mendapatkan
sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang sala satunya melibatkan sumber
daya/potensi ekonomi yang ada pada sektor swasta. yang tentunya dengan berptjak
pada kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini kewenangan tersebut dapat kita lihat dalam beberapa
pengaturannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 s/d 49 jo Pasal 9 huruf f jo Pasal
10 huruf f Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara
(UU No.1/2004), ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU No.17/2003), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Penpelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No.6/2006)). Dari beberapa
pengaturan tersebut secara singkat diuraikan sebagai berikut, dalam ketentuan Pasal

42 s/d 49 UU No.1/2004 diatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah,

* Sunggono Bambang, Hukum dan Kebijaken Publik, Cct Pertama, Sinar Grafika Jakarta.
1994, b5
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dimana dalam hal yang dimaksud dengan barang milik negara/daerah dapat kita lihat
dalam ketentuan rumusan Pasal 1 ayat (10) dan (11) adalah semua barang yang dibeht
atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari peraliban lainnya yang sah.
Sejalan dengan hal tersebut ketentuan Pasal 9 huruf £ UU No 17/2003 menentukan
bahwa tugas Menteri/pimpinan [embaga pengguna anggaran/barang yang
dipimpinnya mempunyai tugas, mengelola barang/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab kementenian/lembaga yang dikelolanya, demikian pula dalam
ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f UU No.17/2003 menyebutkan, kepala satuan kerja
perangkat daerah mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan dacrah yang
menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Berkaitan dengan pengelolaan barang milik dacrah ini khususnya BOT
sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini lebih [anjut dapat kita lihat
pengaturannya dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PP No. 6 /2006 dirumuskan :
Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendinkan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya discrahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Dari ketentuan
tersebut di atas dapat ditafsirkan adanya tindakan pemerintah yang melahirkan
hubungan hukum perdata khususnya mengenai suatu kepemilikan benda‘harta
kekayaan yang diperjanjikan, hal mana dapat kita lihat dalam rumusan ketentuan
Pasal 2 PP No.6 / 2006 disebutkan dalam ayat (1) Barang milik negara/daerah

meliputi:
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18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstrukst (UU No.18/1999) serta Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (1UJ1J No.28/2002), Dalam hal
pemanfaatan pengelolaan barang berupa hak lahan/tanah yang dikuasat oleh
negara/daerah tentunya pula ketentuan Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana (UUPA) perfu menjadi perhatian dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi sentral perikatannya, khususnya Buku
IIl tentang pengaturan perjanfian/perikatan yang selanjutnya disebut BW serta
peraturan perundang-undangan lain yang terkait secara khnrarkis mengatur secara
teknis tentang pengelolaan barang milik negara/daerah khususnya bangun guna serah
/BOT.

Sekilas perfu disinggung pula dalam hal pemanfaatan BOT yang merupakan
perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan
dan atau Pengelolaan Infrastruktur (Keppres No.7/1998) menyebutkan jenis
penanjian kenasama yang meliputi 2 (dua) kelompok perjanjian yang dibedakan dan
segt Tanf, Ongkos, Sewa dan Jadwal Pembayaran Amorfisasi, dimana BOT masuk
dalam kelompok yang pertama. Seclanjutnya Keppres No.7/1998 disempurnakan
dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Keppres No.81/2001). Dimana ketentuan
Pasal 8 Keppres No.81/2001 menyatakan bahwa Keppres No.7/1998 dinyatakan tidak
berlaku sepanjang telah diatur dengan Keppres No.81/2001, Dua aspek yang telah
dikemukakan di atas, ternyata tidak diatur lebih lanjut dalam Keppres No.81/72001,

karenanya perihal klausula kontrak dan jenis kontrak yang terdapat dalam Keppres
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No.7/1998 tetap berlaku. Perganpian kerja sama vang dimaksud oleh Keppres
No.7/1998 adalah kerjasama dafam rangka pembangunan dan/atau pengeiolaan
infrastruktur-infrastruktur yang dimaksud meliput: :

a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listnk;

b. Transmisi dan pendistribusian gas alam;

c. Pengelolaan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasii-
hasi| olahan tersebut:

d. Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi, atau pengolahan air
bersih;

e. Pengolahan air limbah dan sampah;

Pengadaan dan atau pengoperasian sarana penduking pelayanan angkutan

barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api;

g. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau,
lapangan terbang dan bandara; dan

h. Pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi”

baas'’

Cakupan pengertian infrastruktur di atas sclanjutnya disempumnakan lebih
fanjut dalam ketentuan Pasal 3 Keppres 81/2001 yang disusun secara berkelompok
yatti

a. Prasarana dan sarana perhubungan : jalan, jembatan jalan kercta api, dermaga,
pelabuban laut, pelabuhan udara, penyebaran sungar dan danau;

b. Prasarana dan sarana pengairan: bendungan, bendung, janingan pengairan,
bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, bangunan pembangkit
listnk tenaga air;

c. Prasarana dan sarana pemukiman, industn dan perdagangan: bangunan gedung,
kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaongan dan mstalasi arr
bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan system
drainase;

d Bangunan dan jaringan «¢fi/itas umum; gas, listrik dan telekomunikasi.

Lebih lanjut PP No. 6/2006 menyebutkan bahwa, BOT bamng milik
Negara/Dacerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan untuk kepentingan pelayanan

umum’, yang dimaksud dengan kepentingan pelavanan umum adalah kegiatan yang

* Pasal 2 ayat (1) Keppres No.7/1998
© Pasal 27 ayat (1) buruf a
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menyangkut kepentingan bangsa dan negara, nasyarakat luas, rakyat
banyak/bersama, dan/atan kepentingan pembangunan. Dimana kategort bidang-
bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain, sebagai berikut
antara lain

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta ap, saluran air minum/air bersth dan/atau
saluran pembuangan air;

Rumah sakit umum dan pusat-pusat keschatan masyarakat;

Pelabuhan atau Bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;

Penbadatan;

Pendidikan atau sekolah;

Pasar umum;

Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik dll.”

wme an o

Hanva saja sebagai catatan bidang-bidang di atas dalam kaitanoya dengan
BOT schubungan dengan objeknya tentunya yang mempunyai relevansi dengan tanah
saja, scbagai wadah pembanguunan bangupan, sarana benkut fasiltasnya. Dan
gambaran secara kescluruhan tersebut dapat disimpulkan dalam pelaksanaan BOT
sangat keptal uonsur hukum publik dan unsur hukum privat, dimana dilihat dan
stfatnya kedua unsur ini mempunyai karaktenstk yang berbeda, lazimnya pemerintah
bertindak berdasarkan hukwm publik dan orang atau badan hukum privar (khususnya
dikecualikan terhadap badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum publik yang
peruntukannya /onentasmya untuk pelayanan kepentingan umum) bertindak
berdasarkan hukum pnovat. Hubungan hukum kedua subyek tersebut dalam
pelaksanaannva tentunya dipengaruhi oleh kedua sistem hukum tersebut dalam hat

pengaturannya. Pengaruh mana berkaitan dengan pninsip dan norma, prosedur,

7 liba penjeiasan Pasal 46 ayat 3 huruf (d) PP No.6/2006
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keabsahan, kedudukan hukum, objek serta hak dan kewajiban dalam pembentukan
kerja sama yang mengarah pada prinsip keseimbangan (equality), keadilan dan
kepastian hukum.

Dari uraian di atas schingga diperlukan perumusan masalah untuk
menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti sehingga memudahkan dalam
pengerjaannya, serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian
dalam latar belakang di atas, maka untuk membatasi permasalahan perumusan
masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Apakzh prinsip dan norma hukum dalam pembentukan kontrak BOT atas aset
daerah ?

b. Apa prinsip dan norma hukum dalam pelaksanaan kontrak BOT atas aset dacrah ?

2. Tuajuan Penelitian

a. Penchitian ini untuk mengkaji keberadaan serta penerapan prinsip-prinsip dan
norma hukum terhadap keberlakuan kontrak dalam hal pembentukan BOT atas
aset daerah oleh pemerintah dimana secara khusus adalah untuk dapat mengetabui
pembentukan hubungan hukum para pthak (pemerintah/swasta) dalam pegjanjian
BOT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang taat asas.

b. Serta untuk mengetahui pemberlakuan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan
pelaksanaan perjajian terhadap hak dan kewajiban, manfaat dari perjanjian BOT,
perubahan kontrak serta batal dan pembatalan kontrak tersebut yang mengarah

pada prinsip kesetmbangan, keadilan dan kepastian hukum,
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3. Mauofast Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk
kepentingan teontis maupun kepentingan praktis sebagai berikut :

a. Bagi kepentingan teoristis, hasil pengkajian nantinya dapat menjadi kontribusi
pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya pengetahuan yang
meliputi aspek-aspek hukum pelaksanaan BOT terhadap keikutsertaan dalam
pembangunan dalam ranah hukum kontrak.

b. Serta untuk kepentingan praktis dalam hal pengaturan perjanjian kerja sama
secara khusus tentang BOT int belum ada, maka hasil pengakajian ini dtharapkan
dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam praktek dimasyarakat
Juga pemernintah mengingat hal imi sebagai sala satu jalan keluar permodalan yang
wajib dipenuls untuk pelaksanaan pembangunan nasional khsusunya daerah

4. Kajian Pustaka

Dalam kaitan menciptakan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga
guna menambah pencrimaan daerah scbagaimana telah disinggung di atas sala
satunya dalam bentuk BOT. Oleh Jeffrey Delmon mengatakan bahwa -*

“A popular middie ground between management contracting and privatisation
is the BOOBOT structure. Under this structure the private sector builds,
finances and operates a facility which delivers a service to the public sector or
some public.private operator who will then distribute the benefit of the service
to the end user or consumer.

Jika ditinjau dari aspek hukum berimplikasi pada sumber hukum dan pelaksanaannya,

sebab BOT merupakan sala satu bentuk perjanjian yang implikasinya pada penerapan

* Jeffrey Delmon, BOO/BOT Projects : A Commercial and Contractual Guide, London,
Sweet And Maxwedl, 2000.h. 2
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aturan hukum perdata dalam bentuk perjanjian dan hukum publik. Implikasi dalam
hukum perdata berkaitan dengan (a) kebebasan berkontrak (b) pinjaman, pembtayaan
dan jaminan (c) pemborongan pekerjaan dan (d) badan hukum, perusahaan dan
investasi. Adapun dalam bidang hukum publik terkait dengan (a) keagrariaan (b)
sumber daya alam (c) lingkungan dan tata ruang dan (d) perizinan dan perpajakan.’

Selanjutnya Y.Sogar Simamora'® menyebutkan, sekalipun hubungan
hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan
kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapt juga
hukum publik. Adanya wama publik dalam jenis kontrak ini merupakan cin khas
yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Apabila dalam kontrak
komersial para pihak mempunyar kebebasan yang sangat luas mengatur hubungan
hukum atau mengatur kewajiban kontraktual mereka, maka dalam kontrak ini berlaku
rezim khusus.

Dengan melibatkan diri kedalam suatu transaksi komersial, pemerintah
mengikatkan dini pada suatu hubungan kontraktual. Jenis hubungan kontraktual yang
dibentuk beragam jenisnya. Jika dilthat dari sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh
pemenntah itu pada dasamya dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu kontrak
yang bersifat pembelanjaan dan kontrak yang membawa penerimaan pendapatan''.

Karakter yang khas dari kontrak pengadaan oleh pemerintah ini disamping

°AbdlﬂkxdirMuhamaddanR.Mumiali,SegiHme¢mb¢galamh
Pembiagyaan Citra Aditya Bhakti Jakarta 2000, h., 175-176.
¥ Y Sogar Simamora, Hukum Kontrok Pengadaan Barang Dan Jase IN Indoneia,
Makalah&cmhar Hukum Kontrak L.EC FH-HIMIESPA FE UNAIR, Hotef Said, 1 April 2006, b, 1
ibid

g
. "\?.

-
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menyangkut pembentukan dan pelaksanaan kontrak, juga terkait dengan prosedur
dalam pengadaannya. 2

Secarza umum BOT yang kita kenal belum ada pengaturannya secara khusus,
hanya terdapat kewenangan vang diberikan kepada pemerintah yang tersebar dalam
beberapa peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesempatan kepada
vestor dalam membangun proyek-proyek pemerintah tersebut beserta keuntungan
yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian diserabkan kembali
kepada pemilik hak dalam hal ini pemerintab/departemen/lembaga. Sehingga jika
disimak persoalan tersebut di atas, maka terdapat tindakan pemenmah sebagai
penjual (seller) dan hubungan hukum kontraktual pada umumnya, dimana perjanjian
BOT berlaku prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Buku ke I Burgelijk Wetboek
(BW) vang mengatur tentang hubungan harta kekayaan (Vermogensrechtelifke
rechishetrekking), sehingga perjanjian BOT dapat dinilai secara materiil atau dengan
kata lain dinilai dengan uang.

Hubungan hukum kontraktual atau biasa discbut dengan “perjanjian™
mempunyal pengertian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut adalab
pengertian  menurut pasal 1313 BW. Pengertian ini ternyata masih mengandung
kelemahan, karena disamping kurang lengkap, juga tidak memberikan gambaran yang
Jjelas tentang perjanjian. Dikatakan tidak lengkap, karena pengertian tersebwut seolab-

olah menimbulkan kesan adanya perjanjian sepihak, jadi hanya satu pibak saja yang

2 ibid, h2
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mengikatkan dirinya kepada pthak lain. Dikatakan tidak membernikan gambaran yang
jelas tentang perjanjian, karena di dalamnya hanya ditegaskan bahwa perjanjian
adalah “suatu perbuatan” (handeling), bukan perbuatan hukum (rechts handalingen).
Dengan demikian mengandung konsekuensi bahwa setiap perbuatan, baik perbuatan
menurst hukum maupun perbuatan melawan hukum atau bahkan perbuatan yang
tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum, dapat dikategorikan sebagai
perjanjian.

Sudikno Mertokasumo menyatakan '’ dalam bentuknya suatu perjanjian
adalah berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan
pufa oleh Sudikno Mertokusumo bahwa,"* apa yang dinamakan perjanjian adalak
hubungan hukum antara dua pihak atau [ebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbutkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan aturan atau
kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.
Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan
kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya
sipelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Jika dilihat maka perjanjian BOT dapat dikategorikan sebagai perjanjian
yang bersifat obligaroir. Dimana menurut Mr.J.Niewenhuis '’ yang dimaksud

dengan perjanjian obligatoir adalah (vang menciptakan perikatan) merupakan sarana

1 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Suatu Pengartar, Edisi Pertama, Cet Pertama,
Liberty Y?kyakma, 1996, h., 103-104.
™ ibid

* 3H Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintemissreckt. Diterjemabkan oleh Djasadin
Saragih Pokok-pokok Hukum Perikatan, h.,|.
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utama bagi para pthak untuk secara mandiri mengatur hubungan hukum dr antara
mercka. Penkatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara
dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debiiur) wajib melakukan prestasi,
sedangkan pthak yang lain (kredirur) berhak atas prestasi (tu.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat juga kita uratkan prinsip kebebasan
berkontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat | BW disebutkan ;| Semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagat undang-undang bagi mercka yang
membuatnya {pacta sunt servanda). Hal i1 menunjukan kebebasan para pthak untuk
menentukan mitra bisnis untuk bekera sama serta menetukan isi peganjian kega
sama tersebut, schingga para pthak terlindung: serta tercipta suatu perjanjian yang
bertmbang atau mempunyai kedudukan sama bagi para pihak yang membuat, dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum. Rumusan tersebut dalam prakicknya selalu diperlukan lagi dengan syarat
syahnya perjanjian sebagaimana diatur dafam Pasal 1320 BW yang menyebutkan :
“untuk sahnya persetyjuan-persetujuan diperlukan 4 {(empat) syarat: 1. Sepakat, 2.
Cakap, 3 suatu hal tertentu, 4. Causa yang diperbolehkan.

Dt dalam hukum perdata kedua syarat pertama disebut syarat subyektif
karena menyangkut orang atau subyek perjanjiannya, sedangkan kedua syarat terakhir
disebut sebagai syarat obyekzif karena menyangkut obyek perjanjiannya. Hal tersebwt
menjadi penting berkaitan dengan keabsahan dalam perjanjian dalam kaitannya
dengan proses tawar menawar, dimana disatu pihak adanya pernyataan menawarkan
(offerte) di pihak lain adanya pernyataan menerima tawaran tersebut atau biasa

dinamakan akseptasi {acceptatic).
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Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang di atas bahwa perjanjian
BOT berlaku prinsip-prinstp umum yang deatur dalam Buku ke LIl Burgelijk Wetboek
(BW) yang mengatur tentang hubungan harta kekayaan (Vermogensrechtelijke
rechisbetrekking), sehingga perjanjian BOT dapat dinilai secara materiil atau dengan
kata lain dinilai dengan uang.

Kehidupan bemegara, berbangsa, bermasyarakat serta berkelompok
khususnya dalam laly lintas bisnis dalam kerangka pemenuhan kebutuhan oleh M.
Isnacni,' mengemukakan bahwa aktifitas apapun pasti dibingkai oleh kontrak, yang
dengan sendinnya melahirkan penkatan, lagi pula dibuat secara sadar dan sengaja
oleh para pihak. Selanjutnya kontrak atau perjanjian sebagai bingkai bisnis, termyata
prinsip yang mendasari ketentuan-ketentuannya sangat fleksibel atau luwes. Adapun
sala satu prinsip perjanjian yang memberikan dasar keluwesan untuk dapat mengikuti
arus berkembangnya bisnis adalah azas kebebasan berkontrak. Khalayak sudah pada
mahfum bahwa azas kebebasan berkontrak ini mengeram dalam Pasal 1338 BW.
Dengan azas kebebasan berkontrak inilah para pebisnis dapat merakit hak dan
kewajibannya secara leluasa sesuai tuntutan kebutuhannya dalam klausul-klausula
yang disepakan, sehingga keuntungan yang dicita harapkan dapat diukir sesuai
harapan.

Apabila klausula-kiausula yang bensi kewajiban dipenuhi, dengan
sendirinya hak yang diinginkan akan terwujud. Namun azas kebebasan berkontrak ini

tidak berdin sendiri. Sebagai tiang penyangga Hukum Perjanjian, azas kebebasan

16

M. Isascni, Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangam Bebas, Pclatthan Hukum
Perikatan Bagi Dosen & Praktisi , Fak. Hukum UNAIR, Surabaya, 6-7 Septernber, 2006, b, 3-5
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berkontrak ini tidak berdin sendin sejajar dengan azas-azas lainnya berdasar proporst
yang berimbang, scbagaimana diinginkan untuk terwuyjudnya kontrak yang sehat
{fairy. Kalau dicermati lebih seksama, memang benar azas kebebasan berkontrak
yvang berada dalam Pasal 1338 BW, (ernyata ndak sendinan. Azas ini berada dalam
satu tarikan nafas dengan kehadiran azas lain yang tidak kalah pentingnya dalam
Pasal 1338 BW 1tu juga, antara lain azas pucta suni servanda, azas kesederajadan,
azas privity of contrac, azas konsensualisme | last but not least adalah azas 1tikad baik.

Adapun yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suamu
asas yang menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjasyian apa
saja, bartk yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang -
undangan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menentukan bentuk maupun
ist darn pernanjian. Berbagar ketentuan undang-undang mengenat perjanjian,
sifatnya hanyalah sebagal pelengkap, dalam artian bahwa peraturan terscbut
dapat distmpangi manakala hal tu dikehendaki oleh para pithak dalam penanpian.
Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini telah mengalami proses
sostalisasi (socialiserings proces), yang berarti bahwa asas kebebasan berkontrak
telah digerogoti oleh banyaknya campur tangan, baik pemerintah maupun campur
tangan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendir.

Sir Henry Maine mengatakan bahwa berkaitan dengan asas kebebasan
berkontrak, telah terjadi pergeseran atau perubahan. Pada zaman dahulu, kedudukan
yunidis sescorang lebth banyak ditentukan oleh status  sosialnya di dalam
masyarakat karena sescorang yang status sosialnya rendah kedudukan yunidisnya juga

rendah. Namun dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak lebih mempunyai
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peranan menentukan kedudukan yuridis seseorang, dibandingkan dengan status
sosialnya. Dengan demikian telah terjadi pergeseran dari status sosial kearah
kebebasan berkontrak (from starus (o conmsract). Pada saat sekarang ini, dengan
banyaknya penanjian dalam bentuk penanjian standar, membuktkan bahwa
kedudukan yuridis seseorang telah kembali berubah atau bergeser seperti semula, yaitu
tidak lagi ditentukan oleh kebebasan berkontrak, melainkan lebih ditentukan oleh
status sosial (from contract to stafus). Hal i disebabkan karena dalam perjanjian
standar, isi perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang mempunya:
kedudukan lebih tinggi dibanding  pihak lain'’ Dengan demikian dalam
perkembangannya, asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat mutlak, hal ini
berarti bahwa dalam membuat perjanjian, para pihak harus tetap memperhatikan
ketentuan perundang—undangan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
Asas mengikatnya perjanjian atau yang disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda, maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat
mereka yang membuatnya sebagai undang - undang. Dengan demikian para pihak
terikat dan harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti
halnya keharusan untuk mentaati undang-undang Menunat Sudikno
Mertokusumo'®, asas kekuatan mengikatnya perjanjian berhubungan dengan akibat
perjanjian dan dikenal sebagai pacta servanda sunt. Bunyi lengkap adagium tersebut
adalah pacta nuda servanda sunt, yang mempunyai arti bahwa kata sepakat tidak

perlu dirumuskan dalam bentek sumpah, perbuatan atau formalitas tertentu agar

' Sudikno Mertokusumo, op.cit, h., 103-104
¥ ihid, . 3-4
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merupakan kewajiban yang mengikat. Sudah selayaknya apa yang disepakati oleh
keduz belah pihak, dipatuhi oleh kedua belah pihak yang telah membuat
kesepakatan tersebut.

Asxs konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian
telah terjadi atau lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak yang
mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Dengan demikian suatu suatu perjanjian
telah ada dan mempunyai akibat hukum dengan tercapainya kata sepakat dan para
pthak mengenai hal - hal yang pokok, tanpa harus disertai formalitas - formalitas
terientuw. Pengecuzlian terhadap asas konsensualisme terdapat dalam beberapa jenis
penanjian yang untuk keabsahannya, undang - undang mengharuskan terpenuhima
formalitas atau syarat tertentu. Dalam hal ini misalnya perjanjian perdamaian yang
harus diadakan dalam bentuk tertulis serta perjanjian penitipan barang yang baru
dianggap terjadi jika barang yvang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Pada saat
sckarang ada kecenderungan mewujudkan perjanjian konsensual tersebut dalam
bentuk perjanjian tertulis, baik dalam bentuk akta otentik maupum dibawah tangan.
Hal mi dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian jika dalam pelaksanaannva
nanti, salah satu pihak melakukan pelanggaran sehingga timbul perselisihan.

Dalam kaitannya dengan pihak pemerintah sebagai kontraktan maka
sesungguhnya dalam skematik BW perbuatan hukum perdata oleh pemerintah sebagai
subyek hukum alas hukumnya dapat kita ketemukan dalam pasal 1653 BW
(tepemahan Ninik Suparni) yang menyebutkan :

“Selain perseroan perdata scjati, perhimipunan orang-orang sebagai badan

hukum juga diakw undang-undang, eptah badan hukum ity diadakan oleh
kekuasaan umum atau diakuinya sebagat demikian, entah pula badan hukum itu
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ditenma sebagat yang diperkenankan atau telah didinkan untuk suatu maksud
tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan ™

Menurut Achmad Ichsan, Pasal 1653 BW ini mengatur 4 jenis badan hukum yaitu a.
badan hukum yang didirikan Pemenntah (sic!) termasuk di dalamnya badan-badan
hukum publik seperti propinsi, daerah swapraja, kabupaten dan lain sebagainya, b.
badan hukum yang diakui oleh pemerintah, c. badan hukum yang di tzinkan oleh
pemerintah, dan d. badan hukum yang didirikan oleh pihak pantikelir.'®  Ditegaskan
pula olch Ten Berge dan H. Scheltema dalam P.M. Hadjon,m bahwa aspek-aspek
perbuatan hukum perdata oleh pemerintah, berkaitan dengan - 1. hak-hak kebendaan,
2. Hak untuk menagih, 3. Melakukan perbuatan hukum , 4. Hak menuntut berkaitan

dengan perbuatan melanggar hukum atau pembayaran yang tidak terutang.

Lebib lanjut sala saty type perjanjian yang dibuat oleh dan atau dengan
pemerintah adalah a. perjanjian keperdataan, b. perjanjian kebijakan dan c. petjanjian
campuran Perjanjian keperdataan dalam bal ini adalab type vang digunakan oleh
pemerintah terutama untuk hak-hak atas kebendaan (vermogensrechten;, tidak
termasuk persoonlijkheidsrechten), sedangkan perjanjian kebijakan dasamya bukum
publik, hal mana berkaitan dengan penggunaan wewenang pemerintah dengan titik
tolak hukum perdata dan hukum administrast dimana terdapat keharusan untuk
menerbitkan suatu besluit dan terakhir perjanjian campuran, hakekatnya antara

(tussenvorm) pegjanjian perdata dan perjanjian kewenangan.

'* Hikmahanto Juwana, Kontrak Bisnis Yang Berdimensi Publik, Jurnal Magister Hukum,
Vol 2 No.1.Februari, 2000 : 78-87, h., 82.

® PM. Hadjon, Penggunaan Instrumen Hukuws Perdate Olek Pemerintak, Pelatihan
Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi , Fak Hukum UNAIR, Surabaya, 6-7 September, 2006, h._ 2-
3
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Dimana jika dilihat dari ketiga tipe ini, maka system BOT mempunyat
relevansi dengan tipe pertama dan ketiga, digunakan pemerintah untuk perjanjian
hak-hak kebendaan, serta berkaitan dengan bentuk perjanjian perdata dan perjanjian
kewenangan.

5. Metode Penelitian

Sesuai dengan subsiansi permasalahan hukem yang hendak dikaji dalam
penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penclitian hukum yang bersifat
“normatif” (Dogmatik},”! yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-
ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Sesuai dengan sifat penelitian
hukum normatif, maka fokus penelitian ini tertuju pada studi bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder”

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalab penelitian normarif dengan menggunakan beberapa
pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (stafwe approach) dan pendckatan
konseptual (conceprual approach). Pendekatan undang-undang (starute approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani” Sedangkan pendekatan konseptual
(conceptual approach) adalah pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan
dokirin-doktrin  yang berkembang dalam #lmu hukum?* Yang mama kesemua

' PM. Hadjon, Pengkajian Hmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Penelitian Hukum
Nonmatif Unair Surabaya, 1997 h 20,

B ibid, b, 22.

B Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-1 Prenada Media Jakarta, 2005, b
93

M ibid, h.95

Tesis Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bot ... SYAMSU THAMRIN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 22

pendekatan tersebut mengarah pada pelaksanaan serta penerapan kaidah hukum
kontrak yang obyeknya BOT .
2. Bahar Hukum
Sumber bahan bukum mencakup :
a. Bahan Hukom Primer
I. Untuk bahan hukum primer vang berupa perundang-undangan, yang memilki
otoritas tertinggl adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di
bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
tersebut. Secara khusus bahan hukum penclitian i terutama peraturan peundang-
undangan yang mempunyai relevansi terhadap ketententuan-ketentuan yang
mengatur perthal kerja sama pemerintzh dengan pihak swasta, serta peraturan
vang perundang-undangan yang berkorelasi dengan substansi kerja sama
tersebut.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar llmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik
para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum
sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun
jumal-jumal. Perfu dikemukakan di sini bahwa bahan hukum sekunder yang berupa
buku-buku hulum ini juga harus relevan dengan topik penelitian.
Disamping sumber-sumber penclitian yang berupa bahan-bahan bukum,
peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang
perlu. Bahan-bahan non hukum ini dapat berupa buku-buku mengenai Iimu
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Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian
non hukum dan jurnal-jumal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan
toptk penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis tm disusun dengan sistimatika pembahasan sebagai yang

terbagi dalam empat bab, yang masing-masing terbagi dalam beberapa sub bab
dengan uraian sebagai benkut :
Bab I vang berisi pendahuluan meliputi latar belakang dan rumusan masalahnya,
tujuan peneltban, kajian pustaka, manfaat peneclitian, metode penelitian serta
sistimnatika penulisan, dalam Bab 11 ditvangkan prinstp dan norma hukum dalam
pembentukan kontrak BOT yang membahas tentang prinsip-prinsip hukum perikatan
dalam pembentukan kontrak, ruang lingkup dan batasan kontrak pemerintah dalam
BOT, penerapan prinsip {ransparansi, syarat kewenangan dalam kontrak BOT serta
substansi kontrak BOT itu sendiri.

Di dalam Bab OI akan dipaparkan mengenai prinsip dan norma hukum
pelaksanaan kontrak BOT, vang menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban
kontraktual, prinsip dan norma dalam hal pemanfaatan kontrak BOT, juga dibahas
mengenai perubahan kontrak, serta penghentian dan pemutusan hubungan kontrak.

Serta yang terakhir Bab IV merupakan penutup dari seluruh penelitan. Dh
dalamnya disimpulkan hasil penelitian ini berikwt pemberian saran-saran yang

relevan.
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BABR NI
PRINSIP DAN NORMA HUKUM DALAM

PEMBENTUKAN KONTRAK BOT

Terhadap konirak pemenntah vang kemudian disebul pemeriah daerah,
termasuk BOT berlake prinsip dan aturar vang berlaku bagi kontrak privai pada
umumnya, maka prnsip dan aturan umum tentang Hukum Penkatan vang terdapat
dalam Rab | sampai Bab IV Buku 1l BW berizku bagi kontrak BOT. Dan sis
subveinva dimana terdapat pemenntah sebagai komrakian schingea memberikan
makna karakenstk hubunoan konwakwal im menjadi lebih spesifik dan konmak
komcersial lammya Ketika &tz bicara pemenmézh maka meickat sifat peagaturan
{rechisrepeds) dh dalamava Dh sist faim secara umum penamaan peramian ataw
kontrak selama i hanva dikenal dalam ranah privat, vang pada hakekatnva awforons:
parti sangat kental dalam tataran pelaksanaanva. Dalam perkembangannva kemudian
hubungan kontraktual tidak hanva didomimas: oleh amtar perorangan. perorangan
dengan badan hulawn akas tetapt mehintas pela pada hubungar kontrakiual okh
badap hukum publik sebagai subvek hukum perdaia.

Berkenaan devngan undalan hukum keperdataan dalam pemvelenggaraan

urusan pemerintahan, Philipus M. Hadjon menvatakan bahwa -~

T phitipus M. Hadjon, ciel. |, esal 2002, Pepgantar Hukum Administrasi ndonesia
Introdection sa the Indonesian Adwinistravive Law, Gadiah Mada Press, Yoeyakana bk 167

24
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“Sekalipun tindakan hukum Keperdalaan untuk urusan pemerintahan oleh badan
atau pcjabat tata usaha negara dimunghinkan, bukan tidak mungian pefbagai
ketentuan bukumn publik (hukum tata usalia negara) akan memvusup dan
mempengaruhi peraturan hukum perdsta. Contohnya beberapa ketentuan peraturan
perundang-undangan vang secara khusus mengatur tata can atau prosedur terlentu
vang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdatzan vang
dilakukan oleh badan atau pejabat tatz usaha negara ™
Secara konkret contoht vang dimaksud, terlthat pada ketentuan Pasal 195 ayat
{4} Undang-Undang MNomov 32 Tahun 2004 tentang Pemenmtahan Daerah (UU
N0.322004} vang menentukan bahwa kerjasama yang membeban: masyarakat dan
daerah harus mendapet persetujugn DPRD. Sgjalan dengan hal tersebut dalam
ketenruan Pasal 27 avat {3» PP No 62006 disebutkan Bangun Gunz Serah dan
Bangun Sevah Guna mihk dagrah sebagarmmana dimaksud pada ayan {1y difaksanakan

oleh pengelola barang sefclah mendapat persetojuan gubernur/bupati ‘walikofa.

Svarat persenguan DPRD maupun GuobernurBupati-Waltkota merupakan
aspek hukum publik yang menyusup dan mempengaruhi tata cara ataw prosedur
pemerital  daerah  melakukan  perjanjian kergasama. Dalam  hobungan s,
keberfakuan asas konsensualitas dan asas hebebasan berkontrak dalas perjanjian
kejasama. udak dapat mengabaikan pemyusupan aspek bikum publik vang
dimzksud. Penyusupan aspek hukwm publik dalam tindakan hukum kepeesdataan tidak
mengmbulkan masalah. Oleh karena ketentuan hukum perdata yang mengatur syarat
safinya suatu perjanjian Pasal 1320 BW juga telah mengakomodast kemungkinan

1ersebut

Dalam syarat objekuf, antara lain ditentukan bahwa perjanjian vang dibux

para phak hams didasarkan pada cawse vang halal. Jurisr sepakat bahwa syarat
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dimaksud adalah termasuk pengertian tidak bericntangan dengan undangundang. ™
ru berarti pula. supremas: asas kebebasan berkontrak yang dikeaal bortaku hingga
sekarane i dipahamu dalam pengertian bukan bebas mutlak tapi kebebasan vang
telah dibatass bark oleh pasal-pasal dalam BW it sendiri maepun oleh berbagar

peraturan perundang-undangzan di Hnghungan hukum publik.

I. Prinsip-Priasip Hakem Perikatan Dalam Pembentukan Kontrak

Mengingat pendeliztan sebagaimana tersebmn di atas maka vndakan
pemerintah  dalam hubungan Keperdawan dalam praltek welakukan apa yang
dinamakan kontrak Kebevadaan kontrak pada masa sekarang iy memang, merupakas
bagitan vang saagai penting dalam aktivitas bisms, dimana perkembangannya yang
cukup pesat hingpa melahirkan beragam jenis-jenis kontrak. Mengingat beragamnya
kegratan-hegiatan dan jenis-fonis kontrak vang dituangkan dalam klausula-klausula
berdasarkan kesepakatan para pihak yang mefabirkan hak dan kewapban untuk
menutup suaty perganjian, tentumaz klausula-klausula yang merupakan porma parz
pihak wuntuk dijalankan sesuai kehendak 1ersebur harus jupa dilandasi oleh
prinsip‘azas yang mengawalnya.

Datam bangunan bukum kontrak terbadap kajian penulisan im akan dibahas.
beherapa azas vaitu, azas kebehasan berkontrak dan itikad baik seria azas puciu sww

servamuda dan prinsip transparansi vang sangat dominan dalam kontrak BOT.

™ Hal ini dapax difihas. di amaranya dalam; Mariam Darus Badrulzaman, 1733, Aneka Hukwum
Boam, Alumm:. Bandung b 26-27, Munir Fuady, 2002, Pengamtar Hukiim Bisnis — Menatas Bimis
Moderm di Ere (obal, (tva Adiya Baki, Banduog, b 14, dan A Panomuan Pohan, 1994
Pengpumaan kountrak Baksm {(Stomdard Contrad} dalam Prokick Bionis &f Indoneva, dalare Naskas
Akadermzs teane Kontrak 6t Brlang Pesdavanvan Badan Pembinsan Hukum Naswrmil Depanemen
Kehsloman falartas b 96
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berkaitan dengan persyaratan formal berupa prosedur yvang akan ditahas secarz
proposional dalam hal ini schagai berikut :
a. Kebebasan Berkontrak

Tk toiak perkembangan pnnsip int berawal dant abad ke 18 dan 19 dalam
masa dimara ajaran Hekum Alam dan fitosofi /aisser jaire beginz domiman. Dunana
kebebasan berkonfrak merupakan konsckuens: dan pengakuvan akan adanva bhak
mihik. Sodangkar hak mi&k it sendin merupakan rcalisast vang utama dan
kebebasan individy, selamutnya hak mulik merupakan landasan hak-hak lainnya
Berdasarkan pemikiran tersebut dikatakan bahwa esensi azas kebebasan berkontrak
adalah saling mempertahankan eksistensi masing-masing fihak.

Disisi lam kejavazn pada awal Revolusi Perancis sclamutnva dalam
perkembangannya ilme pergetzhean ekonomi pada abad XVIIF yvangy menguasm
kehidupan bermasyvarakat, vang ketika ity terdapat ajaran menclak campur tangan
pemerinah  dalam  masalah-masalah ckonomi”” Kebebasan berkomtrek menjadi
penting dalam mendukung kepentingan para petaku ckonomi. Prinsip eftsienst dalam
ckonomi menemukan jussifikasi-nva dalam model kontrak klasik. Kebebasan imilah
vang pada akhimva melahirkan Lontrak adhesive. Kontrak vang semula bersifat
mdividual berkembang meniadi kolektif dan vang lebih penting dengan sifat adkesive
1tu teradi pelepasan tangguny jawab akibat tdak dilaksanakannya suatu kewajiban.

Pada masa im dipahami bahwa kebebasan berkontrak hanya dapat diterinma

dalam smuasi dimana para pihek mempunyal persamaan dalam posisi tawar (equfity 7n

T Peter Matumsd Marnki, Butus-Butas Kebebusan Berkontrek, Yuridika, Yoi. 18,50, Me
2005, &, 195-1%
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bargaming power). Dalam abad 20 prinsip ini semakin berkurang nilatnya karena

diangeap tidak scsuai lagi dongan durua modem. Lebih jaub Atiyvab vang dikutip

Sogar Simamora mengatakan =
“Uuch of this change was mfluerced by a widespread belicf thar the cdussicat I
of contract no  longer accorded with the facts of the modern world wm many
suations... But even here the law had change a good deal, and by 1980 classicad
faw appeared 1o be crianbiing fast™ (vang jika diartikan secara bebas mengandung
ars bahwa banyak dari perubahan ini dipengarnhi olch san kepercayaan yang
tersebar huas bahwa hukumn kiastk dart kontrak tidak lagi menyetyyus dengan fakta-
fakta dan dunia wmodem di dalam banvak . tetapr di sims terdapat penistiwa
perubshan hukum mengads satu transakss mengusiungkan, dan pada ahun 1988
hukum kontrak kiasik nampaknva menjadi hancur.)

Demikian pula dalam Article 1.1 PICC menvatakan, ~The parties are free fo
enter frnfto a cortract and to determine its conrenr,” vang diartikan sccara bebas para
pihak bebas unfuk masuk ke satu kontrak dan untuk menentukan isi nya Juga dalam
the Principle of Eurapean Contract Law (PECL) pnnsip i dnempatkan scbagat
prinsip yane perama  Article 1102 ayar (I} PECE, menentukan sebagal benkut -
“Pariies are free 1o enter inrn contract and fo determine its cosgents, subjecr to the
requirementy of good faith and fair dealing, and mandatory rides estabitshed by these
principles.” vang gika diartikan secara bebas bahwa para pihak bebas untuk masuk
kekontrak dan untuk menemtukan isinya, runduk kepada persyaratan-persyaratan
itikad baik dan adil, dan aturan-aturan wajib vang dibentuk oleh prinsipprinsip ini.”™

Scbaganmana pula telah disebutkan di muka babwsa yang dimaksud dengan

asas kebebasan berkontrak adaiah suaty asas yang menetapkan bahwa setiap orang

7 Sogar Simawmora, Prinsip Huksm Kowtrak Dalam: Pewgodaan Berang Dan Jasa Olck
Ptua-iugb.mm Program Pasca Sarjana UNAIR, Surzbava, 2005 k34
Fhid
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bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, batk vang sudah diatur maupen yang
belmn diatr dalam peraturan perundang - undangan. Kcbebasar torschut mehiput
kebebasan untuk menentukan bentuk maupun ist dan penanjian. Berbaga Lketentuan
undang-undang mengenai perjanjian, sifatnya hanyalah sebagar pelengkap,
dalam artian bahwa peraturan tersebut dapat disimpangi manakala hal m
dikehendaki ofch para pihak dalam perjanjian. Scjalan dengan hal wrsebut M. Issaeni,™
menyebutkan di serlab sebenamya azas kebebasan berkontrak ru menemukan yjudnya
vang nvala. Para pihak sanpat leluasa untul menentukan sendin isi Kontrak yang
dibuamva sesuai kebiiuhan mercka dalam bisnis. Lagi pula segala sesuatu vans telah
disepakati dalam ujud klausula-klausula dijamin akan memiliad nilai dan kekuiatan
seperts undang-undang, Demrkean jaminan yang dibenikan oleh Pasal 1338 BW.
Landasan pemerintah dalam melabaukan undakan kontrak, lazzmmya bertumpm
pada azas kebebasan bediormrak Dengan adanya wsur pemenntah sebasai komrakyan
maka kontrak ini sangat kental dengan sifat bakunya‘adhiesi. Menurut Mariam Darus
Badrulzaman, '’ perjanjian  bake  adalab swatu peranjian vang isinya telah
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir Lebih lamut Houdius dalam
Mariam Daras Badrulzamas merumuskan perjanjian baku sebagai suatu konsep
penanjian termits yang disusun tanpa membicarakan isinya, dan lazimnva
dituzngkar dalam formulir peranjtan vang tedak terbatas jumilahnya dan sifatnyz

terientu”" Dua pengertian perjanjian baku tersebut di atas dapat ditarik
* M Ismaeni, loc.cit h 10
Y Mariam Darus Badvuizaman, Ferjanjian Dengon FPemerintak @rovermment Confroct)

dalaws Hukum Kontrak & Indoxexia, Elips, Jakarta, 1998 h, 96
¥ Mariam Darus Badrubzzman, Ancka Huksw Bisnis, Alumni, Bandung, 1994 h 47,
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pemahamans bahwa baik Mariam Darus Badrulzamas maupun Hondius.
mengaritkan perjanjian baku scbagai perjangian tertulis vang telah dituangkan ke
dalam suatu bentuk formulir tertentu Sudikao Mertokssumo micayeixs
perjanjian baku tersebut  dengan istilah  koatrak  baku.  Digunakan  istilab
kontrak, karena kata Kontrak sifamya iebih spesifik yaitn hanya dityjukan
pada pcrjanjran yang bersifal obligofoir saja

Lebih lanjuf menurut Sedikno Merfokussmo,™ vyang  dimaksud
kontrak baku adalah suate kontrak vang isinva ditentokan secara aprion
oleh salah sam: phak vang mempunvai kedudukan vamg lebih unggul
dart pihak lawannya baik secara ekonomis mawopun psikologis.
sefiingga fanannya mau tidak mau terikat. Karena sifat
baku ttu, safah s2tu pthak mau tidak mau mengikhlaskan pihak fawannya
dibebaskan atap didorane; tnopung jawabnya, karena dalam kedudukan yang secara
ckonomis maupun psikologis lemah.

Schubungan dengan adanya perbedaan  kedudukan para pihak  dalam
perjanjan, maka perjangan baku juga sening disebut sebagai udhesive comtract vang
berartt babwa pihak yang lemah tunduk/melekat pada pthak yang kest Dalam hal
it pthak vang lemah discbut scbagat odhierens yang berarti pengikut/penganut.
sedangkan pthak yvang kuat discbut sebagar adbesne beramti perekat. Dengan

mengingat adanya perbedaan Kedudokan nu  pula  Belger memamakan

* Snbkeo Mertokuwunw. Bakan Penotaren Posen Hukum Perdata Dagewg. F2k Hukum
UGM. Yogvakaria 1992 6 8
M itid
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perjanjian’kontrak baku tersebut dengan istilah rake # or Jeave if comtract vang
mclambangkan bahwa dalam perjanjian tersebut pihak yang lemah hanya memiliks
dua pilthan yaknt menerima syarat - syarat dalam pegjanjian atau menmggalkannva
sama sekalr. Jadi kemunghinan bagr debntur (prhak yang lemah?! untuk merubah s
perjanjian sama sekali tidak ada. ™

Mariam Darus Badrulzaman, ™ membcdakan perjanjian baku dalam
tiga jems, yang terdin atas

a peranpan hakn sepilak, adalah perjanjian vang isinya ditentukan oleh pihak
vang huat kedudokannva dalam perjanfian itu. Pihak yvang kuat disini
adalah pihak kredittur vang lazimnva mempunvai posisi vang lebth kuat
dibandingkan dengan pihak debitur. Dalam jenis perjanjian ini kedua
belah pihak lazimnya terikat dalam organisast formal, misalnya pada perjanjian
bazruh koleksif.

b. Perjangian baku vang ditetaphan oleh pemenntah, alah peranpian baku vang
isinya ditentikan ofeh pemerintah terhadap perbuatan - perbmatan hukum
tetieniu, misainya berkaitan dengan perjanjian vang mempunyai obyek hak - hak
atas 1anzh.

c. Perjangian bake yane ditentukan dilingkwngan nowmrnis amw  advokar.
Dilingkunean notaris atau edvokat terdapatl perjanjian - perjanjian yane sejak
semufa konsepnya sudah disediakan untuk memenubt permintaan dan
angeola masyarakat. Didatam kepustakaan Belanda, jenis perjanhan ini disebant
dengan model confrat,

Dy dalam perjanjian baku atau kontrak baku, sering disertar dengan klausida
eksonerasi. yaitu suatu Klausula yang bermaksud untuk membatasi, mengurang:
atau babksn mungkin mengalihkan tanggung jawab kepada pibhak ken Memmnnt

Eagels.”’ klausula eksoneraw: tersebut dapat dituangkan dalam tiga bentuk 3wridis,

yvaknt pengwrangan atzu  penghapusan tanggung jawab, pembamsan atan

** Martam Darus Badrolzaman, (1994) , ap cich | 46
-‘f:‘&.u(h,, 49.50
¥ Sudtkno, M, (1992) op cith. .7
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penghapusan kewajiban-kewajiban, salah satu pihak dibebani dengan kewajiban
umtuk memikul angpung  jawab pthak lain vang munegkin ada. untuk  koruman vang
didenitz oleh pihak ketign Berdasarkan cin-cin peganjian atau kontrak baku
sehagmimana telah diuraikan di atas, maka sering dipersoalkan mengenai terdapat
atau pdaknyva unsur kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Hal imr disebabkan
karena adanya perbedaan kedudukan para pibak sehingga lazim tegadi babhwa
mhak yang femah kedudukannya terpaksa harus menenima i perjanpian. Unsur
keterpaksaan itulah yang menimbulkan keraguan tenmtang ada atan tidaknva
kebebasan untuk mengutarakan kehendak, khususnya bagi pihak adherent. Mariam
Darus Badrubzman.” mengatakan bahwa sccara reoritis  yuridis petjaniian
baku udak memenubi elemen - efemen vang dikehendak: ofeh ketentuan Pasaf
1320 jo ketenmuan Pasal 1338 ayat (1) BW Haf ini disebabkan adanyz perbedaan
posisi para pihak. Pada saat perjanjian babu diadabian pibak debirur udak
memperoleh kesempatan untuk mengadakan rea/ bargaining dengan kredirur.
Debitur  tidak  mempunyar kekualan uniuk  mengutarakan hehendabh  dan
kebebasan dalam menentukan ist persanjian baku tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknva
kata sepakat dalam perjanjian baku, tericbih dahulu harus dilihat bagian dan
perjanjian baku tersebut. Jika dilihat dan susunannya, perjanjian baku terdin dar
bga bagian, yaite bagian perjanjian pokok, bahagian perjanjian tambahan .

pelengkap, dan bahagian syarat-svarat bakusstandar. Sudikme Mertokusameo.™

' Mariam Darus Badrulzaman. (1994) . ap cith 52
* Sudikno M, (1992) ap 74, h. 4
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mengatakan bahwa dalam perjanjian pokok dan perjanjian tambahan atau
pclengkap terdapat kata scpakat scdangkan dalam syarat - syarat standar tidak
terdapal katz sepakat para pihak. Namun demikian, ketiga bagran tersebut
merupakan sate kesatuan yvang udak dapat dipesah-pisahkan. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa dalam perjanjran baku dianggap terdapat kata sepakat
para pihak vang membuar perjanyian Penulis Perancis berpendapat  bahwa
penanjian baku bukanfah merupakan perjangran tefapr merupakan bubwagan bukum
vang sui genern, atau hubunean hukum yang lain daripada vang fain. ™

Dengan demikian, pada hakekatnva dalam peranjian baku ndak terdapat
kebebasan dalam mengitarakan keliendak. khususnva kehendak dar pihak vang
femah. Namun karena keberadaan perjanjtan baku tersebut sangat dibutuhkan dafam
masyarakzt maka penvelenggaraannva secara vurids diperkenankan sefain masth
memperhankan mrkad baik. dan udak benenmansan dengan nifas - nilai kepatustan dan
kesusilaan.

Keberfakuan pansip penjanjian baku sudhesive dalam pengadaan barang/jasa
oleh pemeriniah pada hakekatnya dapat tegjadi dalam keadaan'situasi yang
digantungkan pada kebutuhan, ketika pemenintah dalam kapasitasava scbagai pembeli
terutama dalam rangka fungsinya untuk menyediakan kebutuhan publik sangat
didommast oleh kontrak-kontrak yang bersifat baku, karenz melekamva prinsip
akuntabilas publik dimana dari sisi penggopaan anggaran ruang lingkupnya adaiah

penggunasn APBNCAPBD, sehingga hal ini mempengaruhi baik dalam hal

* i hud
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pembentukan maupun pelaksanaan kontraktual. Kaitannya dengan hal ini, Bernard
Rudden vang dikutip olch Sogar Simamora mcngatakan bahwa,” substansi kontrak
pementntak sesunprubnya bukan hanya menyangkut penpadaan barang/asa. Dalam
situst lain pemenntah dapat juga melzkekan hubungan kootraktuzal sekalipun
yuannya bukan dalam rangka pengadaan barangijasa. Imt dapat kita hat ketika
pemenintab benindak dalam kapasitasnya scbagai penjual atau pemasok {/he state as
supplier) ferufama dalam fungsinya untuk menyediakan kebutuhan pubhik (public
wridities). Dan uraian tersehat terdapat makna hahwa dalam hal kebutuhan yang lahir
dani pengpunaan angearan dalam kerangka pengadaan barang/jasa vang menimbulkan
pembayaran. pemerintah juga melakukan Ekontrak-kontrak vang bersifat non
pengadaan vang tujuannya menimbutkan pemasukan  dsfam  mngka  untok
kepentinpan umum. Sehingpa dapat disimpufkan bahwa dan segi mjuan pembuatan
Eontrak oleh pemerintab terdapat dua Bal yaitu Ekontrak pemerinmh yang
menimbulkan pengeluaran dan kontrak yang menimbuikan pendapatan.

Berkattan dengan hal yang kedua keberdakuan kontrak bakwiadhesive tidah
sepenubnya dapat diberlakukan, mengingat kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak
dalam posisi tawar yang dominan, hal ini dikarenakan kapasitas pemerintah sebagai
penjual (seller). BOT dapat dikatakan masuk dalam kategori kedua dirnana asumsi
dasamnya pemenintab banya selaku pemibik fanal yang prosesnya diserabkan kepada
pihak ketiga dalam bentuk hak penguasaan wntok dimanfaatkan baik itu dibangun,

dikelola dan dalam wakiu terients sesuai kesepakatan diserahkan kembali kepada

* Sopar Simamora. (2006)_Joc.cit. h
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pemenntak. Sesunggulinya dalam situasi it pendekatan pegangian baku menjadi
sangat tidak rclevan  dalam bal  pementuan st koatrak,  mengingat
kedudukanketertibatan pihak ketiga datam permodalan (fress money) dapat dikatakan
divtamakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Amrizal (dalam hesifva) pada bab
terdzhuiu bahwa pembangunan ekonomi... namun persoaian vang wama terleiak
pada keburihan akan sumber modal 1mtuk investasi. Akan tetapt dalam hal
merupakan suatu kelaziman mengingat pemenmah sebaga phak dalam bubungan
hukum keperdataan kera sama BOT sifat bakunya melekat pada ketentuan-ketentuan
vang dipersvarathian vang kandungannnva bersifat pengamanan dan pemeliharaan
serta pengawasan yang melekat pada barang milik negara’daerah.
b.  Pacta Sunt Servanda

Secara proposienal azas int merupakan azas yang yang fueca penting dalam
sebuah komtrak bisnis vang bertumpu pada Pasal 1338 BW. Pacia Sumr Servamda
sendiri mempunyal pengerfian  kekuatan mengikatnya suatu perjanitan  seperti
undang-undang.  Asas mengikatnya perfanpan atau yang disebat juga dengan asas
pacta sund servanda, maksudnya adalah bahwa perjanpian vang dibuat secara sab,
mengikat mercka vang membuatnya sebaga: undang - undang. Dengan demikian
para pihak tenkat untuk wajib melaksanakan perjanjran yang telak disepakats
bersama, scpertt halnya keharusan untuk mentaati undang-undang Hal
mengandung maksud untuk meyatakan kekuatan perjanjanjian, yaitu kekuaian yang

sama dengan suats undang-undang Kekuatan scperti itu diberikan kepada semua
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perjanjian vang dibuat secara sah. Perkataan “semua” perjanjian menuru Subekti, ©
cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (beginse! der contractsvriheidy adalah
dengan jalan menckankan kepada katza “semua” vang ada &t muka perkatazn
“perjanjian”. Dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat { 1) BW tersebut seolah-olzh
membuat  suaty pernyataan (proklamasi) bahwa kit diperbolehban membuas
perjanjian apa saja dan o akan mengkat kita scbagaimana mengikatnya undang-
undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa vang dinamakan
“keteriban wmum dan  kesusilaan”. Lan  halnya dengan Mariam  Daras
Badralzaman ¥ menurumva, kata “semua” mengandung art wmeliput selunuh
penjanjian, batk vang namanyva dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-
undang Asas kebebasan bevkontrak (comracs vrijheidy berhubungan dengan 1
penanjtan, vaitu menentukan “apa” dan Tstapa” perjanjian itu diadakan Perjanjian
vang diperbuat sesual dengan keteniuan Pasal 1326 BW ini mempunyai kekuamn
mengikat.

Menurut Sudikno Mertokusumo®, asas kekuaian mengikatnya perjangian
berhubungan dengan akibat pepanjian dan dikenal sebagai pucta servanda sunc
Bunyi lengkap adugiim tersebut adalah pacta nuda servanda surt, vang
mempunyal artt bahwa kata scpakat tidak perlu drrumuskan dalam bentuk sumpah.
perbuatan atau formalmtas tertentu agar merupakan kewapban vang mengkat

R, Subekts, Ameka Perjanjanjian, cetzkan keenam, Alumni, Bandung 1995 b S
Y Mauiam Darus Badrulzasman dhk. Kompilasi Hukumt Perikatan. Cetahan Pectama. PT
Citra .—\dh‘}'a Bakti, Bandung, (2001} hal | 84
Sudikno. {1992) op.cith 99
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Sudah selavaknva apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, dipatub¢ oleh kedua
belak pihak yang tclab membuat kesepakatan terscbut.
<. [tikad Baik

Mengingat kontrak 1tu dibuat dengan senpaja dan sadar, serta bertumpu pada
jahman sepakar dan para pihalmva vang kemudian dinuangkan dalam klausuia-
kiausula, hakckatnya scjak awal para kontraktan itu berkeinginan agar semuanya
dapat terlaksana scpert vang dictta harapkan. Jelas situasi tersebut mencerminkan
adanva whkad baik yang memang secama alami selalu ada pada zhap pra ataupun
penutupan kontrak. Kiranva menurnut ukuran riormal tdak ada orang vang membuat
kontrak dengan tujuan agar apa vang dibuatava ttu tidak dapat dilaksanakan (lihat
ketentuzn Pasal 1254 jo 1256 BW). Dengan demkian terang adanya kalae azas iikad
baik i memany nommainya menjalun selurch tahapan dan kontak. Olehnya o
kurang tepat apa vang dinvatakan oleh Pasal 1338 avar 3 BW*" Dalam mhap
ncgosiast masing-masing pihak mempunyar kewajiban berdasar itikad baik, yaitw
kewapiban untuk memenksa {ander-ockplichty dan kewajpiban untuk memberiizhukan
(medelingspirchty. Misalnva dalam negosiasi teniang jual beli rumah, calon pembeh
wajtb mermmeriksa apakah terdapat rencanma resan pencabutan hak milik. Sanksi atas
kewauban 1tu ialah pembel; tidak dapat mengajukan pembatalan atas dasar kescsatan
manakala hak milik atas rumah dicabut. ** Paham ini jugz dianut oleh Mahkamah

Agung dalam suat perkara jual beh dimana pembeti udak dapat dikualifikaci sebagai

™ M Isnaeni, foc cit, b, 10
* Sowar Simamora, (2005), Joc. cit, h.37
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pembeli vang benitthad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, pembeli
sama sckali tidak meneliti hak dan status penjual. '

Menurut ketentuan Pasal 1339 BW, suatu perjanjian ttdak hanva mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, fetapi juga untuk
segala sesuaty yang menurut stfatmya perjanpian diharuskan oleh kepatinzn, kebiasaan
dan undang-undang Dengan demikian terdapat 3 (tiga) sumber norma yang ik
mengist suatu perjanjian yatu kebiasaan, kepatutan dan undang-undang. Selanjutnya
menunal Ketentuan Pasal 1338 avai (3) BW, semua perjanjian itu barus dilaksanakan
dengan itikad baik (regoeder rroww in good fairth), anasir tersebut adalah anasir vang
bersifat subvektif dalam pengertian bahwa pelaksanaannva harus berjalan dengan
mengindahkan norma-normz kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran obyektif dalam
menttat hal tersebut harus berjalan sesuat dengan rel yang benar.

Kontrak pada umumnya berisi klausufa yang mencerminkan jani atau syarat
yvang berlaku bagi para pihak. Pembuatan rancangan kontrak fazimnva diserahkan
pada sala salv prhak atas kesepakatan kedua pihah  Sesudahnva akan dilakukan
perundingan untuk mencapal rancangan akhir (fired Jruffy vang akan ditandatangant.
Pada tahap ini juga terdapat kewajiban hukum itikad baik vaitu kewsjiban untuk
mencermat selurub aspek vang terkandung dalam kontrak yang ditandatangani. fne

vang disebut “the obligution 1o exercise due didigence. "

“ Ibid. (Putusan MA No 1816 K/Pdi 1989, tangse! 22 Okiober 1972, dalam perkara aniara
Lucky iwanto vs A Tohir bm Rabman dkk
4% !‘M
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d. Traasparansi

Dy samping kehiga pnnsipazas vang dikemukakan di aas dalam kontrak-
komtrak yvang mebbatkan pemenntah scbaga: kontraktan pnnsip  fansparans
merupakan ponsip vang sangat dominan dalam hal e, sebapar konseluensy
kedudukar para pthak disatu sist adalah pemenmah dan di sist fain adaian pihat
swasta. Pemcrapan ponsip mm adaiah wnmtek perlindungan hubungan bukum vang
terhentuk bag phak ketiga,

Prinsip transparanss dipergunakan sebagar mekamsne perlindungan bags
pemasok dan tindakan diskriminasi pada tahap pra kontrak. Dengan demikian prinsip
ini bekerna teninama pada tahap menuin pembentukan kontrak. Namun demikian tidak
berartt pada tahap selanjutva prnsip i kelulangan fungsinya. Sebab, syarat-syarat
Rontrak padz umumnya secara pokok telah diuvangkan dalam proses tender. Bast
Lepenuinsan perfindungan kewanpan negara prinsip tni juga sancar penting untuk
mencegah prakiek kolusi yang merugikan dan dalam hal rericnfu jestru dapat
wembahavakan hesclamatan amam

Dalamn kontrak pengadaan, pnnsip transparansi dapat digunskan sebagar
upava untuk melakukan kontrol terhadap pembentukan dan pelaksanaan kontrak dan
sckalrgus berfungsi scbagar perhindungan. Dalam fungst kontrol, transparans: tidak
saja berlaku bagi pemasob.k ontraktor tetapi juga bagi agen pemesintah.™

Hal 1y disebabkan karena fungsi konirak di dalam bisnis adalah untuk
mengamankan transakst. Dengan adanya keterbukaan para pihak yang didasarkan

P ibid b 41
= el
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atas azas itikad haik maka para pihak dapat menentukan secara jelas dan tegas
berkaitan dengan hak-hak dan kewajpiban-kowajiban apa yang harus. apa yang bolch
dan apz yvang tidak boleh dilakukan oleh pera prhak, lebih jauh dengan adama
keterbukazn tersehut, dalam mengawal pembentukan maupun penutupzn konytrak
vang termuang dalam klaussui hak dan kewnyiban, maka kontrak tersebut dengan
sendinmya dapat digunakan scbagar mstrumen bagi para prhak wntub memantan
apakah suatu presiass tefah dilaksanakan dengan patul.

Pemenntah dalam era demokrasi sekarang ini dalam melaksanakan
penvelengsaraan pemenntahan disemua sektor diharapkan bertumpu pada poinsip
transparans: dan keterbukaan Scbagai contoh pencrapan dalam Keteatsan Pasal 3
ayat { 1} PP No. 62006 menycbutkan bahwa ¢

“Pengelotaan barang milik negara‘daerah dilaksanakan berdasarkan acas funstonal,

kepasitian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiens:, akumabiinas, dan

kepastan nifai.”
Berkaitan dengan transparanst, dimana dalam penjeiasan wmumnya disebuthan bahwa
asas fransparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milih negara’dacarah
harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi vang benar.
Bekerjanva prinsip transparansi dalam ruang lingkup pengelolaan barang mibik
negara/dacrah sesungpuhnya digunakan sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga
dan tindakan-tindakan yang bersifat disknminauf terutama pada tahap menupu
pembentukan kontrak. Mengingat daiam perbuatan hukvm pemenintab  sefaby

dipandang schagai perbuatan oleh penguasa.
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2. Ruang Lingkup dan Batasan Kontrak Pemerintah Daiam BOT

BOT adalah pcmanfaatan pendayagunaan barang milik Negara Dacrah vang
tidak diperzunakan sesum tugas pokok dan fungsi satuan kera peranghat daerab
herupe tanzh olzh pihizk lain dengan cara mendiriban bangunan danatau sarana dan
prasarana iamma yang kemudian didavagunakan oleh pihak lain tersebun dalam
jangha wakn ienenty yang welah discpakau dan umk sclamutnya discrainkan kembakr
wletah berakhirnyva yaneka wakio leosebut (ketemivan Pasal 1 avai (8 dan {32) PP
N 62006 hka distmak  pengertian di atas maka dapat dismpuikan bahwa
peimanfaatan BOT dityyukan pada pendavagonaan barang milik Negara Daerah
berupa tanzh. Dan pengertian tersebut. jika disimak febih jauh maka secara tegas
ferdapat permisahan barang berups tanah vang menjadt oulik {domemy negara dan
daerah. Hal mana menjadi penting adanva berkaitan objek berupe tanzh yang akan
didayagunaban dalam bemwuk konwak BOT, berkanan dengan hal mi. vang
menimbutkan pertanyaan hukum manakah barang mthik negara dan mana barane
miith dacrab, Bl i menjadt penting 1ha dikarihan demgan svaral sabmva penanpan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1326 BW khususnyva menvaigkut syarat
“hal tertentu” vang masuk dalam ketegori svarat cbyvekuf vang mensvaratkan jika
syarat obyeku! tdak terpenuitn maka perjanpian terscbut batal dem hukum.

Ketentvan  Pasal | Swrat  Keputusan  Menten  Keuangan  Nomor
2I3MK V41971 lentang Pedoman Pefaksanaan Tenwang Imvemtarisasi Barang-
Barang Mk Negara'Kekayaan Negara merumuskan barang-barang milik
ncgara’kekavaan negara adalah mehiputr senua barang milik negarakekevaan negara

vang berasal.dibell dengan dana vang bersumber untik  selurubnva  ataupun
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sehagiannva dart Angearan Belanja Negars vang berada di bawah pengurusan atau
penguasaan  departemen-departemen.  kembaga-lombaga negara.  lembaga-lembaga
pemermntahan non departemsn sena unit-unit dalam hngkungannva vane terdapat bak
di datam regeri maupun di fuar neperi, tidak tenmasuk kekayaan negara yang
dipisahkan ikekayaan perum dan persero} dan barang-barang kekayaan daerah
otonom. Sclaniuinya berdasarkan pengeolongan dalam ketentuan terschut dibagt ke
datam 4 {empat) jenis barang {khususnya dalam hal i hanya divraikan lehwh fanpuf
barang tak herperak) sebagai benkut -

1. barang-barang tidak bergerak

1. tanah-tanah kehwganan, pertanian, perkebunan, lapangan ofah raza dan tanab-
tanah vang belum dipergunakan. jalanjalan (tdak tenmasuk jalan dacrahb.
salan kercta api. jombatan. tocrowongan, waduk, lapangan,  icrbang
bangunan-bangunan ngasi, tanah pelabuban dan fain-lan tanah seperti itu.

2. Gedung-gedung vang dipergunakan untuk kantor, pabmk-pabrik, benghkel
sekolah, rumah salst, studio, laberatorem, dan fain-lam { gedung 1tu}.

3. Gedung-gedung tempat ungeal tetap atau sementara sepert | sumah-rumab
tempat tinggal, tempat 1stirahat, asrama, pasenggrahan, bungafow den faim-
latn gedung seperti fu.

4. monumen-monumen sepertt | monwmen purbakala (candi-canst), monumen
alam, monumen peringatanm sejarah, dan monumen purbskaia fainnva.

barang-barang bergerak

bBewan-hewan :

barang-barang persedian.”’

oo |9

Lain hainya dengan barang mihk daerah, setelah berfakunye Peratvran Mentew
Dalam Negers Nomor 4 tahust 1979, maka berdasar Keputusan Mentert Dalam Negen
Nomor 020-595, ditetapkan pula Manual Adminsitrasi Barang Daerah dan dinvatakan
mular berlaku pada tanpgal 1 Apal 1981, Pada Bab [H dan Manual Admirnistras:

Barang Dzerah, berjudul Inventansasi, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan

' Philipus M. Hadjor. et e . et af {2002). Joc.cit b, 184-188
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barang miltk daerah adalab miltk hekavaan dacrah vang berasal dibeli dengan dana
vang bersumber dan Angearan Pendapatan Dan Belanja Dacrab atau sumbangan
berupa pembenan hadiah donast.waka! lubah dan lamm-latn sumbangan vang serups
vang dibentkan oleh prak ketipa, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menten
Dalain Negenn Nomor & Tahun (978 tenmiang Swmbangan Pihak Kenga kepade
Dacrah. Pada Manual Admrnisirass Barang Dacrah 1tu dikemukakan pengeolongan
barang mibik Dacrah vartu (kbususpyva hanva diwraskan lewh Janut barang tak
bergerak ¥ sehagal berthut

1. Barang-barang Tidak Bergerak
1. tanah-tanah pertanian, perkebunan, lapanszan olah raga dan tanah-tanal yang
belum dipergunakan. jalan-jalan {tidak termasuk jalan milik ncgaral
jembatan, terowongan, waduk. bangunan rigasi. tanah pelabuban, penikanan
dar lannya yang seienis.
gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor. gedung, pabnk, benghkel.
rusnah sakit, studio, terminal laboratonum, dan gedung faimnya vang sejenis.
3. pedung-pedung lempat tinggal tetap atzn sementara seperti | rumab-rumak
tempat Unggal, tempat penstirahatan, asrama dan gedung farnnva yang
SEfEnis
4. monumen seperti monumen alam, mopumen peringatan sejarah dan
monumen lamnya.
Barang-barang Bergerak
Barang persedian.

ra

Led twl

Dajam ketentuan iawinya, Pasal 5 Peraturan Memernt Dalam Negen Nomor

17 Tahun XR7 bahwa

{1} Barany milik Daerah meliputr
a. barang vang dibcl atau diperolch atas beban APRD: dan
b. barang vang berasal dan perolehan ainnva vang sah;
{23 Barang sebagamana dimaksud pada avat (1) huruf b meliputr:
a. barany vang diperoleh dan hiluh sumbangan atau vaag sejems,

T aed
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b. barang vang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian’kontrak:
c. barang vang diperoleh berdasarkan ketentnan undang-undang: aiau

d barang vang diperoleh berdasarhan putusan  pengadilan vang lelab
memperoleh hekuatan hukum tetap

Sclanjutnva BOT dipersvaratkan dapat difaksanakan dafam ha! bangunan
dan fasilitasnya diselenggarakan untuk kepentingan umusn dan tdak tersedianya dana
dalam penvediaannya (ketentuan Pasal 27 avat (1} huruf a dan b PP No.0.2006).
Yang dimaksud dengan kepenongan umum adaiah kegiatan vang menvangkw
kepenongan bangsa dan negara, masyarakat luas rakyat banvakbersama. danatau

hepentingan pembangunan. Penctapan jents pemhangunan untuk kepenfingan umum

»

dratur lebik langut olch Instruksi Prestden Nomor @ Tahun 1973 sepedit untuk

pertahanan,

pckerjaan umum.

periengkapan umum,

Jasa wmum,

Leagamaan,

tfmu penpetahuan dan sent budaye,

ofah raga,

Keselamatan umum terhadap bencana afam,
Leserahteraan sosial,

makamuburan

parntwisata dan rekreast,

usaha-usaha vang bermantaat bag) keseralvieraan uwmnum, atan
vang dientukan dan ditetapkan oleh Presiden

Wl Mg s Ty

Sefanjutnya ketentuan Pasal § Peraturan Presiden Nomor 6$ [ahun 2006
vang merupakan perubahan dan Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang
Pengadaan Tanah Bag Pelaksanaan Pembangunan Unnik Kepennnean Umum

meactaphan @ Pembangunan wntuk kepenftingan uman vang difaksanakan Pemnenintah atay
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Pemenmiah Daceah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2. vang sclanpmyva diniliks atau
akan dimilika ofch Pemenntah atau Pemonntah Dacrah, meliputt |

2 alan ueum dan jalan tol, rel Lereta apr (& atas tanah, & ruang atas tanah, atzupun &
rang bewsh tanah), safuran ar mmoenear bersh, seluran pembuenean arr dan
sanflasr

b. wadnk bendungan bendunean ingas: dan bangunan pengairan {amnmyva:

pelabihan, bandar wdara, stasnmn hereta api, dan iernusal;

fasifitas keselamatan umum, seperti tangpul penangeulangan bahava banjre labas

dan larndain bencana:

fasittas pembuangan sampah.

cagar alam dan cagar budaya,

pembanektt, iransmise, distnbusi tenaga lisink

o

L

Dan beberape penjefasan hniteria di aas maka pengelolaan barang yang dimiliks ofeh
Negara Dacrall dengan dasar untuk kepentingan  umum pada  hakckainya  adalah
difahsanakan oleb Pemenntah, alav duabsanahan oleh Pomceantah Dacrab dan
sefanjutnva Jrenibike atau akan dunliki oleh Pemmerintah atau Pemwenntah Dacrah.
Dalam hal tidak tersedianya dana anggaran datam pelaksanan tugas dan fungsi

pemertntah dalam kaitan dengan hal tersebut d) atas, ketentuan Pasal 49 avat (3 UU
No. L2004 menetapkan balima “tanali dan bangunan milik negara‘daesah vang tidak
dimanfaathan untuk kepentingan penvelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi
yvang bersanghutan wapb discrahkan pemanfaatannyva kepada Mcentern
Keuanean Gubernur/Bupat ' Walikotz  untuk  kepenuinpan penvelenggzraan  tugas
pemenntahan pegara‘daenal’”. Pengertian “dimanfaatkan” perlu diartikan secara luas,
vaseg ustuk

a. Ihgunakan oleh nstanst lain vang memerlukan  tanah'bangunan  untul

menvelenggarakan tugas pokok dan fungsinva -
b Daimantaatkan, dalam artt disewahan, dibergsamaban. dan bungun guna scrah |

¢ Dhpindahtangankan. datam arti djual. dipertukarkan, dihibahkan, aiau dijadikan
pemvertaan modal nepara
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Dalam ponjelasan ketentuan Pasal § jo Pasal 6 avat (6} huruli h PP
No.6 2806, discbutkan bahwa | Tanah dan bangunan vang dimaksud adalah vang
diserahkan hemball oleh Satuan Kena Aparat Deerch Larenz tanak dan bangunan
tersehut iidak dimanfaathan untuk Kepentingan penvelengearaan tupas pokok dan
funssi Satuan Kera Aparat Daerah. Seiannhwmva Pemverahan dimabisud melipusn
bukan hanya 1crhadap 1anah dan hangunan vang berichbih wetapi juga 1wrmasuk tanabt
dan hapgunan vang karena alasan fertentu udad dapat lagr digamakan untuk
kKepentngan penvelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi vang bersanghutan
Pemanfaatan barang tidak menvebabkan peralihan hepemilikan, sedangkan
penundalianeanan menyebabkan peralithan kepemilikaa atas barang milik dacrah
dengan perseigiuan DPRD. Sebagar konsshuenst dan keharusan Pengguna Barang
menverahkan barang milik daerah berupe tanak dan atan bangunan yang sudah ndak
digunakan untk penvelensgaraan wgas pokok dan funssinya, maka pelaksanaan
pemanfaatan dan pemindahtanganan. termasuk penghapusan afas barang wilik dacrah
ditahuhan olch -
a Pengelola Barang untuk barang malik dacrah tanah dan‘aiau bangunan, kecuah
apabila dikecualikan dalam peraturan pemenntah ini ;
b Pengpuna Barang untuk barang milik daerah di luar tanah dan‘atau bangunar
setelah mendapat 1zin dan pengelola barang.
Dalam hal menetapkan penverahan pengelola barang wanb memperhatikan
“hal-hal” vany dimaksud “hal-hal” mepurgr penjelasan ketentuan Pasal 17 ayar
€3344) PP No.6;2006 adalah keadaan di mana sebagian dari tanah dan atau bangunan

dimaksud dikuasakan kepada Pengguna Barang untuk dimanfaskan dalam bemuk

disewakan atay dikenasamakan D sampmyg o, Juga mehput tamah  dan‘atae
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bangunan vane Karena RUTR (Rencana Umum Tata Ruangi dikuasakan untuk
dipcrtukarkan Tindak lanjut pengelolaan vane dimaksud dalam ayat ini. diupavakan
teriebth dzhulu  mempniontaskan  penetapan status  penggunaannya  untak
pemyelenggamaan tugas pokok dan fungst instanst pemenntab lameva Yang
selanjutnva apabia ternvata tidak diperivban-dibutuhkan instansi pesgmima lain
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka pemanfaaian terhadap barang
tersehut drupavakan dalam rangka optimahicaa pemanfaatan Barang Mibk Daerah
Pemundahtansanan merupahan upara terakhir apabila barang tersebul memang benas-
benar sudah udak dapat dizunakan atau dimanfaatkan Penjelasan ketentuan Pasal 18
avat {1} menvebutkan bahwa ;| Pemantaatan Barang Milik NeearaDacrah untuk
kepentingan penvelengparzan tugas pemenntzhan negara daerzh dilakukan oleh
Pengelota Barang dalam rangka peningkatan penersmaan nepara‘daerah sebapar
sumber pendapatan negara daerah sebagai bagian dani pelaksanaan funosi Bendahara
Umun Negara Dacrab. Selain hal werscbut di atas discbutkan pula dalam keientuan
Pasal 46 Permendagri No 172007 discbutkan babwa, barang berupa tanah haros
disertifrkathan atas nama pemenintah daerah dan barang milik daerah berupa
bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemenatah daerah.
Uratan di atas nampak adanya Nepars {pemenntah/pemenntah daerak) dalam
menjalankan  tupas-tupas  umumnya  dapal  mengpunakan  instrumen  hukum
admusustrasi, alau hukum prival, atau menggunakan hukum administrasi sekaligus
menggunakan hukum perdata Tindakan Negara {pemerimahpemerimah daerah:

yang berindak dalam hukum administrasi sekaligus bertindak dalam hukum perdata
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maka negara menggunakan hukum campuran (gemeenschapelifkrechy.” Pengadaan
tanzh morupakan tindakan pemcnntah’pemenatah dacrah yang ada dzlam hukum
administrast, karena berkanan dengan penggunaan wewenang pemennlzh vang secara
bersamaan dengan tindakan pemenntah pemerintah dasrab dalam hubum perdata
Penundukan pihai pemenntah dalam pelaksanaan BOT selakn peanbih iahan
{owner bownvheer) dalam hal inr tunduk pada ketentuan-keientuan peyanjian
keperdataan, hal im wepgingat bahwa penundukan pemenntah dalam bal e
menvangkul hak-hak vang bersifat kebendaan Sedangkan di sisi Jam berkanan
dengan pengaruh terhadap substansi hontrak vang jusa merupakan pembatasan
pemenintah sclaku pihak dalam melakukan hubunean hukum dapat ditihat dalam hal
kewsnhangan, dimana ukuran kewenangan pemenniah dalam hal i menyangkust
persvaratan pthak lain yang akan mendapat keuntunpan dalam hubunpan terseban
drwagibkan melakukan suar kontra prestas: iertent.
3. Prosedur Pembentukan Kontrak BOT
Karskicnstk pembentuhan konirak vang melibathan pemenniah  sebagas

kontrakian selalu didahuln ofeh adanva piitissan TUN, hal mana sejalan dengan yans
dikemukakan oleh Indrobarte menyatakan -

“Setiap perjanpian perdata yang dilakukan oleh pemenintah sclatu didahutui oleh

adanya suatu Keputusan lata Usaha Negara ustuk melakukan suatn tindakan
hukum perdata bark vang berupz perjanpran perdaiz biasa maupun bentuk

™ Philipus M. Hadjor. Pewgounaan Instrumen Hukum Perdaia olek Pemerintah, hand owr.
Tidak dipublikasikan

“ Indroharto, Usoha Memahami Undang-iindang Perodilan Tara Usaha Negara Buku 1.
cet. kesembilan, Pustaka Sinar Harapan, Jakanta, 2004 % {17
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pecganjian vang lam. Sctelah dibuatnya keputusan tata usaha ocgara demtkian
maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdatad vang
dimaksud.”

Dalam kategon in dapat difthat secara runtut sebagan bentkut
1. Prusedur Status Penggunaan

PP Ne.6 2006 duemukan bahwa pemanfaatan barang miitk daerah berupa
tanah dapat diakukan atas tanah sk dacrah yang status penggunaannva ada pada
pengeuna barang mabik dacrah, icbh lamut penatucannya dapat dilihat dalame
penielasan Permeadagn No {72007 tentang taia cara penctapas status penggunaan
sebagat berikut

a. pengouna melaporkan barang milik daerah vang berada pada SKPD vang
bersangkutan kepada pengelola disertai usul penctapan stanss penggunazn;

b. pengelola melalui pembanie  pengelola. menelit laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a

c. seiclah éilakukan penchinan atas kebemarap ssulan SKPD).  pengelola
mengajukan  usui  Kepada Kepala Daerah untuk  ditepkan  status
pengoumAAnnYva,

d. penctapan status pengsunaan barang milik dacrah untuk melaksangkan tugas
dan fungsi SKPD daratau diopcrasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelavanan umum sesual tugas pokek dan fungs: SKPD vang
bersangkutan:

€. penctapan status penggunaan schagaimana dimaksad pada huruf d. ditetapkan
olch Kepala Dacrah:

f. atas perctapan status penggunaan. masing-masing Kepala SKPD melaha
penvimpan’pengurus barang wanb melakukan penatausahaan barang daerah
vany ada pads pengguna masigmasing.

Setelah proses penctapan (crsehut selesal maka secara prosedural, barulah
dapat dilaksankan pemanfaaian pengelolaan barany milik daerah dengan pihak ketiga

dalam bentuk kerja sama
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2. Prosedur Kerja Sama

Pemicnintah schagal pihak dalam pomaclolaan pemantaaian BOT mcnuu
pembentukan kontrak. ndak lepas dan mekamisme danatou prosedur vany harus
dilaini berdasarkan hukum posinf vang berlaku Ketemuan Pasal 29 ayar (2) PP
No.6. 2006 menvebutkan -

“Penetapan Mira bangun guna scrah dan niira bangun scrah yuna dilaksanakap
melalui  tender  dengan  mengikutsertakan  sekurang-kurangnva  lima
peserta peminat.”

Penctapan mitra dengan prosedur femer dalam ketenivan PP ani Gidak
mendapat pengaturan lebilk lanmjut baik substansi vang diatur dalam PP tersebas
maupan ponjclasannva. Dengan mcruuk pada kotertuan prosedur torder dalam
penpadian bamangjasa vang Kia kenzl sebagaimana duatur didam Keppres Noo 88
Tahun 2003 dingek, adalah menjadi suare vang tidak relevan, mengingat batasan
vang diberikan olch Keppres tersebut adalah dalam hal pengadaan barangjasa vang
dibiaval baik schagian maupun kesclurshan olch APBN APBD. dengan mengingar
ketemtuan tersebut maka perlu dirgquk  pengertian fentang sistim hukum adudah
merupakan satu kesatuan vang saling mendukungmengisi ketepiuan lamnnva. Oleh
Niuwisscn mengatakan bahwa,” sistim hukum adatah suatu kopstruksi (icontikals
vang di dalamnva berbagai kaidah dipikirkan dalam suatu hubungan logika-konsisten
menjadi satu kesatuan tertenty,

Keteniuan Keppres §0: 2003 dapat digunakan sejauh vang menvangiut tentang
pedoman yang mengatur tata cara serta persvamaan render tessebut Lebih lanpw

" Nmwissen. Pengembanan Hubum, Hes Huhumn, Teori Hubhuo, Dan Fibafor Hubsm
{ Terjemahan Prof Dr B Arnef Sidharta, S H, Refika Adrama Cet Pertama X467 b 95
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untuk pencgasan pengadaan barangjasa vang dibiavar olch APBD di dacrahi diatur
bordasarkan PERDA 'Keputusan  Kcepala Dacrabh dengan  berpedoman dengan
ketentuan Keppres tersebut (hhat Pasal 7 Keppres 810 204013 ) mengenar hal vang diatur
dalam Lhususnyz Keputusan Kepala Daerab tersebur akan divrarkan pula setelak
uratan Keppres 1nn.

Dalam ketemuan Pasal [7 Keppres Noo 802003 beberapa mctode wender.
bahwa

{1 Dalam penubhan penvedia harangjasa pemiborongan:jasa laimwna, pada
prinsipinva difakukan melalui metoda pelelangan wmuim:

{25 Pelelangan umum adalah metoda pemilthan penvedia barangiasa vang
ditakukan sccara terbuka dengan pengumuman secara luas miclali media
massa dan papan pengumuman resimt untuk penerangan umam schingga
masyarakat luas dunia usaha vane bermimat dan memenuht kuahfikast dapat
menghkulinga,

{33 Dalam hal jumiah pesyedia barang jas2 vang mampu melaksanakan divaking
terbatas vain untuk pekerjaan vang kowmpleks, maka pemibihan penyedia
barangjasa dapat diakukan denpan meteda pelelanpan rerbatac dan
divmumkan secarz fuas melalul mediza massa dan papan pengumuman resme
dengan mencantumban penyedia barang jasa yane telab diyakini mampi
guna membens hesempatan  hepada peavedia baranggasa lammya  yang
memenubi kualifikas,

{45 Dalam hal mcioda pelclangan umum alau pelelangan erbatas dimbar tdah
clisten dart segr biava pelelanpan, maka pemidiban pensyedia barang jasa Japat
dilakukan dengan wetoda pemdiban langsung, vaitu penulihan penyedia
barangjasa vang difakukan densan membandingkan sebanvak-banvaknyva
penawaran, sekurangkurangnyva 3 (tiga; penawaran dan penvedia barang'jasa
vang telab {ulus prakualifikas: senta difakukan ncgosiasi baik teknis maupus
biava serta harus diumumkan minimal melaluw papan pengupuman resmu
untuk pencrangan vmum dan bila memungkimkan mefalw internet

Daiarmn keadaan ternentu dan keadaan khusus, penlthan penvediz barang/jasa

dapat dilskukan dengan cara penunjukan langsung terhadap i {<at) penyediz

harangjasa dengan cara melakukan negosiasi baik 1eknis maupun biaya
sehingea  diperoleh harpa vang wajar dan  secara  teknis  dapa:
diperianggungjawabkan.

-~
LA
et

Sclanjutnya datam ketentuan Pasal 20 kemudian discbutkan pula, bahwa
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{13 Prosedwr penulihan penvedia barang jasa pemboronganjasa lainma dengan
mctoda pelelangan amum meliputic

a. den
1

Laip 1 =
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el

18
o

izan prakualifikas:;

pengumuman prakualitikase

pengambilan dokumen prakuabi!tkas:

petmasukan dokumen prakualifikas:;

avaluast dokumen prajluabifikas

pznetapan hasif prakuahitikasy:

pengumuman hasii prakualifikasi:

masa sanggah prakualifikasi:

undangan kenada peserta yang lufus prakuahifikas;
peagambtlan dokumen letang umuen:

penjciasan,

pensusunan  bertla acara penciasan dohumien
perubahannya

pemasukan penawaran:

pembukaan penawaran:

evaluas| penawaran:

peactapan pemenang,

PERZUMTZN PSMenang;

masa sanggah:

penunjukan pemenang:

penandatanganan kontrak:

b dengan pasca kualifikas):

il _34 lad 1 -

o ® N

-

]'}

R

penguinuman pelefangan vimem:

pendaftaran untuk menmkul pelelangan:

pengambilan dokumen letang urum;

penselasan;

penvusunan  berita acara  pemelasan  dohumen
perubahanma:

pemasukan penawaran:

pembukaan penawaran;

evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi:
penctapan pemenang;

. PENZUMUIRAN PCMEenang,
. masa sanggah:

penunjukan pemenang,
penandatanganan kontrak

{—:!ang dan

fefang  dan

21 Prosadur pemibhan penyedia barangijasa pemboronganjasa fainsva denpas
metoda pelefangan rerbatas melipun:

RS

b.
C.
d
c

pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta erpilih;
pengumuman pelclangan terbatas;

pengambilan dokumen prakualifibag,

pemasuhan dohumen prahualifikas

evaluas dokumen prakualifikast:
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penctapan hasil prakualifihasi;
pembentahuan hasit prakualifikasy:
masa sanggah prakuahiikase
undangan kepada pesenta vang lufus prakuabifikass:
penjelasan,
penyusunan berita acara pemyelasan dokumen  fsfang dan
perubahannya,
pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran;
evaluast penawaran:
pCACiapan pomenang;
Peagumuman pemenang:
masa sanggah,
penuniukan pemenang
<. penandatanganan Kentrak.
{3} Prosedur pemtihan pemvedia barang jasa pemborongan jasa laimnva denga:
meioda penilihan langsung meliputi;
pengumuman pemilithan lanssung:
pengambitan dokumen prakualifikasi:
pemasukan dokumen prakuahifikasi:
evaluas dokumen prakush fifkas:
penetapan hasi) prakuatdikasy,
remberitahuan hastt prakualbifikasy
¢ masa sangozh prakualifikasr;
h. undangan pengambian dokumen pemilihan fanssuns:
t.  penjelasan:
§ penyusunan  benta  acara pengelasan dokumen iclang dan
perubabannva,
k. pemasukan penanaran,
pemtbukaan penawaran;
m. evaluasi penawaran;
penctapan pemenang.
pemberntahuan penetapan pemcnang:
masa sanggah:
penunjukan pemenang:
penandatanganan kontrak.
(4} Tata cara pemuithan penyedia barangjasa pemborongan’asa famnva denpan
metoda penunjukan langsung meliputn:
2. undangan kepada pesena terpilin:
b. pengambilan dokumen prakuahifikast dan dokumen penunjukan
langsung:
¢. pemasukan dokumen prahuoalifikas). pemilavan Kualifikasi. penjclasan.
dan  pembuatan benla acara penpelasan;
d  pemasukan penawarasn,
e evaluasi penawaran,

= EOn e

g oo

“ew e
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r
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acgosiasi baik tcknis maupun biava:
penctapan’peaunjukan penyedia barang jasa:
penandatanganan kontrak.

e

Pola Kerja sama datam pengadaan «ehabipun belum jelas apa vang dimaksued
dengan pola kerga sama dan bhaganmana prosedor  dalam pembuatan dan
pelaksanaannva. Perjanjian kerja sama ini pada dasamva merupakan penanjian antara
pemenntah dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barangiasa. Tidak
termasuk 4t dafamnya kena sama pengadzan yang difakukan oleh satu atau lebib
penvedia barangjasa vang secara bersama-camz memenuhi kebumban pemenntah
atas barang jasa. Imilah yang disebut pola kerrrraan. Pola pengadaan semacam i
watb dituvanghan dalam penanjtan kena sama vang dibuat secara tertulis. Dengan
demihian penanpan herga sama ik masubh dalam pengertian porisership, vakim
hubungan hukum antara beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu kegmatan bisnis
yang berorientast pada keuntungan. Untuk memahani pengeniian pola kega sama
dalam pengadaan sebagaimana dimaksud Keppres No 802003, pertu penclusuran
tebih fanjut terhadap sumber hukum vang jain

Bertumpu dari pemahaman tersebut dr atas, kiranya terdapat pembatasan
dalam hal pengelolaan pengadaan barang melalu sistim pemanfzatan BOT, menurn
ketentuan Pasal 13 PP No 62006 menentukan bahwa -

Status penggunaan barang ditetapkan dengan Ketentuan sebagai berikut ©

a. Barang miltk negara oleh pengelola barang
b. Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

* Sogar Simamora {3006) loc.cit . b
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Penctapan terschut dianasir dalam hal pengaturan lebth lanjut tentang pedomanitaia
cara pemantaatan pengclolaan barang miltk negara dacrah diatur Ichth fanjut melala
keputusan pengelola barang {menten), peraturan gubernur bupatt dan walikota.

Untgd: konkretmya di daerah dapat drithat contoh vang dituanghan dalam
Keputusan Gubernur Propinst Daerah Khusus Ibukota Jakana Nemor 74 Tahun 2005,
dalam Bab V wntang Tata Cara Pendayagunaan Kekavaan Dacran diatur hal-hal yang
pada pokoknva benist | (terfampir)

1 {intuk dapat mendavagunakan Kekavaan daerab, Pihak ketiga harus terlehik
dahulu mendapat persetujuan gubermnur
- Untuk memperokeh persetijuan sebagaimana dimaksud. pihak ketiea vang
bersanghutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada suberwr c.g
chaia BPM dan PKUD dengan melampirkan persvaratan schagai benkat ¢
1. akta pendinian dan perubahannya vang disahkan oich mastanst bemwenang
sural keterangan domisitt kantor tetap
surat 1z3n usaha perdagangan {SIUP}
surat wajib daftar perusahaan
noimor pokok wapnh pajak {(NPWP;
sufal persetyjuan penanaman modal dan perubahannva seria izn usaha tetap
bam perusahaan PMA PMDN
laporan kcusngan perusahaan vang telah diaudit oleh Akuntan Publik 2
tzhun terakhir dengan opint wajar tanpa persvaratan
8. proposal rencana provek lengkap mehiputi aspek keuangan. tekrus. dan
yuridis
9. referensi pengalaman kerja perusahaan
10. reterenst dan bank
Terhadap permohonan pihak ketiga sebagarmana dimaksud tersebut di atas oleh
Tim Pengelolaan Kekavaan Daerah {PKD) menvampatkan vsulan persetujuan
atay penofakan atas permohonan pihak ketiga kepada puberuyr
4. Persenyuan atau penclakan sebagatmana dimaksud ditetapkan oieh gubemur
persctyjuan pendayagunaan scbagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan
kepada prhak lain tanpa persetujuan tertubis teriebih dahulu dan gubernur
6. Pelaksanaan pendavagunaan kekavaan daerah diatur dafam peranpan kerja
ama antara gubernur dan prhak ketiga vang sekurang-kurangnva memuat
1. identilas masing-masing phak
2. yems dan nifar investas: darr para prhak
3. beptub herja sama
4. obyvek kenja sama

2

& Ul e [
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5. jangka waktu perjanfian

6. hak dan kewajihan masing-masing pihak
7. pembiavaan

8. pengawasan pengendalian

9. pelgporan

10. evaluasi

11. sankst

12 klausul lain vang dianggap pedu

7. penjanjian kega sama ditandatangani oleh gubemur aiau pejabat vang ditunjuk
dengan pihak ketiga.

8. jangka waktu kerja sama dengan pihak ketiga dalam ranghka pendayasunaan
kekavaan daerah ditctapkan bersama dengan berdasarkan pada besamya
investasi yang dilakukzn oleh prhak ketiga.

9. investast pthak ketiga sebagaunana dimaksud akan dikap teriebsh dahublu oleh
Tim PKD untuk menilat :elavakan proyeknye denpan
menghitung/menganatists antara fam :

a refan on pvestme (ROI)

h. frternal rate of renvrn (TRE)

o cash flow

d. benefir cost ratio

e. analisic fain yang dranggap penting,

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeni Nowor 17 Tahun 20067
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah {(Perivendagie

No.172007} secara vuntut menvebutkan bahwa -
Pasal 40 :

(1} Bangun Guaa Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan
schagai benkut:

a. Pemenntah Dacrah  memerlukan  bangunan dan  fastlitas  bam
penyelenggaman pemenintahan daerzh untek kepentingan pelavanan umum
dalam rangka penvelenggaraan mgas pokok dan fungsi;

b. tanzh mibk pemenatah daerah yang telah diserahkan oleh peneguna
kepada Kepala Daerah; dan

c. udak tersedia dana Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah untuk
penvediaan bangunan dan fasihitas dimaksud.

(2} Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avat

{1). dilaksanakan oleh pengeloia setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
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Pasal 31

(1y Penetapan mitra Banegun Guna Serah dilaksanakan melalui iendertelang
denzan mengikitseriakan sckurang-kurangmya § {hima) peseria peminal.

B

.

b Mitra Bangun Guna Scrah yang tefah ditetapkan selama jangka waktn
pengoperasian, barus memenuh: kewapban sebagar benkut:
a. membavar kontnbusi ke kas daerah setrap tahun yvang besarannyva
drtetapkan berdasarkan hasit perhrtunpan um vang dibentuk oleh Kepala
Praerah.

b udak menjammban, menggadaikan atan memindabiangankan  objeh
Bangun Guna Serah, dan

¢. memelihara objek Bangun Guna Sevah:

{31 Objek bangun guna serah sebagarmana dimaksud pada avat (2% huruf b
berupa sertifikat hak pengelolaan malik Pesnenntah Daerah

{43 Obyek bangun puna serah berupa ianah danatan bangunan tidak bolek
dijadikan jaminan dan atau diagunkan.

{Sy Hak guna bangunan & atas hak pengetolaan bk pemenntab dacrab, dapas
difadihan jaminan dap atau dragunkan sesua heientuan peraluran perundange-

undangan.

i) Jangka wakiu bangun euna scrah paling lama 30 (nga pulub} abun soak
penjanian ditandatangant
{7} Bangun guna serah difaksanakan berdasarban surat penanpian vane sekorane-
Kurangnya memauat:
a pithak-pihak vang tenkat dalam perjanjian:
b. objek bangun guna serah;
. jangka wakin bangun guna scrah:
d. hak dan kewapiban para prhak vang tenikat dalam penjanpian: dan
¢ persyaratan lam vang dianggap perfu,
{81 Izin mendinkan banpunan bangun guna serah atas nama pemenmah daerah.
{9} Biaya pengkapan, penclitan dan pengumuman tenderlelang. dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
{103Biava vang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penvusunan Surat
Perannan, konsultan pelaksana pengawas, dibebankan pada pihak pomenang.
{11iScielah jangha wakiu pendasagunaan berakhir. objek bangun guna scrah
terfebih dahulu diaudit oleh aparat pengavwasan fungsional pemerniniab daerah
sebetum penggunaannya ditctapkan olch Kepala Daerah.

Tesis Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bot ... SYAMSU THAMRIN



LA
o

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Schagai konschucenst pemanfaatan mstrumen hukum perdata olch pemernniah
Khususnva huhkum kontrak. dalam pengelolaan urusan pomenntahan vang lazim
disebut kontraktuabisast {coniracrvelizanony tenadi percampuran antarz sfemen prvat
dan publik dalam hal hubungan hontrakiual sang terhentuk . Kontrak vang dibuas
oleh pemerinizh karenanya mempunyal Sarakterisuk vane berbeda dengan kontrak
prival pada umumrmya. Implikast adanyva percampuran clement privat dan publik 1u
bdak saja mepgena hesbabhan dalan penthentulan hontrak Clapr Jupd pads aspek
pelakzanaan sena penegahan hukhumiva tenforcoment of e contracty Adanva unsur
hukum pubhik milah vang menvebabkan aturan dan prinsip hukum dalam Rontrak
tidak sepenushnya berlaku bagt kontrak vang dibuat olch ;}fcm»crin:;*.h.:'K
4. Syvarat hewenangan RKiausuia Pokok Dafam Kontrak BO!

Svarat kewenancan datam klansuia kontrak [azimnva dissbut sebagar svarar
subyekuf, datam bangunzn Pasal 1320 BW menvebutban selarn adanva bam sepabag
juga svarat kecakapan uatuk membuat suafu perikaan Mengingat dafam honteks
BOT terdapat prhak pemenntah yang bertindak sebagat badan hobum puhhib denpar
pihak ketiga sang merupakan badan wsaha sang cghan dibahas bebaitan dengan
kecakapan bertindak tersebunt sebagar berthut -

1. Svarat Kewenangan Olch Badan Hekum Publik
Daerah otonom sebagai badan bukum pubbik dapal dibrhat dalam ketentuan

Pasal | angka 6 17U WNo. 32 Tahun 2004, menentukan bahwa

7 thid k. S
" ihad
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“Dacrah otonom, sclanjutnyva discbut dacrah, adalah kesatuan masyarakat hukum
vang mempunyai batas-batas wilavah vang berwenang mengatur dan meagurus
vrusan pomenntahan daan kepentingan masyarakat sctempat mcnurut prakarsa
sendin herdasarkan aspirast masyarakat dalam sistemy Negara Kesatuan Republik
Indonesta.”

Dan ketentuan pasai im, daerah otonom merpaikan badan hukuen pubik, d
mana sebagai badan hukim memitikt kewenangan entuk mengatur darn mengunes
urusan pemenntahan dan kepentingan masyarakat sctempat menurut prakarsa sendin.
Dart pengertian eesebut terkandung makoa tentang apa yang mearadi bak dan
kewaisbanma sebagai subiek hukum baik Ji dalam maupun di lear pengadilan
melalul peraniaraan organnva vang disebut Kepala Daerab (Pasal 24 jo. Pasal 2%

huruf a dan huruf £ UU No_ 32 Tahun 2004},

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:™

“Setaku badan hukum (Fesd person, rechtspersonn), badan atau pejabat tata usaha
negare mengikat dinnsa pada pelbagar penanyae keperdatzan. . Dy sint badan
atau pejzbat tata wsaha negara menjalankan peranman sebaga pelaku hukum
keperdagman {c/vif aorer)y. Perbuatap hukum vang dilakekan badan aaw pejabar rara
usaha pegara 1y ndak berdasarkan hukum publik, tetap: didasarkan pada peraturan
perundang-undangan hukum perdata {privaatrecins), schagaimanz lazimnva
peraturan  perundang-undangan vang mendasan perbuatan hukum keperdataan
vang difakukan seoranyg warga dan badan hukum perdata ™

F_A M. Stroink et.al., mengatakan bahwa ™'

“Wanner openbare lichanem-rechtsperssonen aan het  privaatrechielipk  rechis
verkeer devinernen doen zyy dan met als overhed, als pezagsorgamsatie, maar
nemen 21 rechiens op zelijke voel mei de busger deel v dat veckeer. Deze
openbare iwhanem-rechtspersonen zn. devinemends aan het prvaatrechielijke
rechisverkeer, in principle op dezelfde onder-wopen aan de rechimachi van de
gewone rechiter als de burger,” ( Apabila badan hukum publik ikut seria dalam
hubungan hukum keperdataan maka ia tdak bertindak sebagai penguasa. sebagai
orgamisasi kekuasaan tetapt dia menggunakan hak-hak pada kedudukan vang sama

” Philipus M Hadjor et e (2002) . loc.cir b 166
P thed B3
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dengan rakvat Badan-badan terschut pada dasarnsa tunduk pada peraddan biasa
seperti rakvat biasa) ™

Dengan demikian. pendapat vanp dikemukakan dr atas. tampak adanva tindakan
hukum keperdataan dan pemernintzh melafw perjanpan, vang drfakuken dalam

kedvdukan mereka sebagar wakil badan hukum pubitk

Menurt  Chaidir ali””  ada tipgs keitena untuk menentukan suatu badan
hukum poblik varte: pertama, dilthat dan pendrmannya, badan hukum sty diadakan
dengan konsmukst hukum pubhk vang didinkan penguasa dengan wndzang-undang
atau  peraturan-peraturan lamnya, hedua, bingkongan  kerjannva  melahsanakan
perbuatan-parbuatan publik; Ketiga, badan bukutn 10z diberr wewenang publin sepean
membuaat Keputusan, hetetapan atau peraturan yang mengikal umign. Termasuk
Latcgort badan hukwm publik vaitu Negara. Propinst. Kabupaten dan Kotapraia. dan
lamin-lain.

Phitipus M. Hadjon menepaskan pula bahwa ™

“Untuk menank gans pembeda amara perbuatan pemernntah berdasarian hukum
pubhk depgan perbuatan hukum perdatz dapat dilakukan denpan monggunakanp
krirernesn dasar untuk melakukan perbumtan holium Bagr pemenntzh dasar untek
meiakuvkan perbuatan hukum publik adaiah adanva kewepanean yvang borkartar
dengan suatu jabatan farhei. Jabatan memperoieh wewenang melaln tiga sumber
vahnr atnbusi, delegast dan mandat ahan melahirhan Keweaanean Prevoegdieid,
fogaed pemver, compefeace). Dasar untuk melakokan perbuatan hukum privat ialah
hecakapan bedindak (hodwuamincnd) dar subek hukum  {orang atau badan
hukum? Dalam ajaran hukum /rechisfeer: kepordataan dikenal stilah subick
hukum. vaitu pendukung hak dan kewajptban. vang terdin dan manusia faacesiriip?
persooni dan badan hukwn { recluspersoon;. Badan hukum ity wordin dan badan
hukum privat dan badan hukum pubhik.”

* Chaidir Al Badan Hekem. alumni, Bandung, 1987, b 82
“ Philipus M Hadjon, “Temtang Wewenang™ dalam Yuridika Nomor 5&6 Tahun NIL
September- Desember 1997 h B
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Dalam tcort tentang badan hukum. tindakan-tindakan hukwn pemcninias
dacrah ) dalam penanjian konasama. adalab suatu tindakan hukum dan orzan vang
senpata dibentuk untuk kepentingan badan hukum vang dwakilimya™ D st
tindakan atzay perbuatan hubum dan organ lersebut dipersondfikasehan sebaga:
perpuatan bukum dan suare badan hukum Hal o tenadi, karena badan hukum eger
person, rechispersoony ydak seperil manusia sebagat subjek hukum, schingga unub
kepenttngan  badan  hukum  tersebut  dibeniukliah organ dalam  hal v organ
pemerintalian rang berwenang mengatur dan wenguius urusan pemenintaban di
daerah. Mereka vang dimaksud adalah pemermiah daerah vaitu Gubernur. Bupati
atau Wahkoia. dan peranegkat dacrab termasuk Dewan Perwakitan Rakvat Dacrab
{DPRID} sebagal unsur penvelengeara urusan pemerintahan di daerah

Dengan demukian pka drhubunekan denean teon badan hukum, maka indakan
atay perbuamn hubum dan pemerinizh daerah menandaangani perjanpian kerjasama
vang diwupudhan mefalur tindaban atau perbuatan hukum vang dipersonifikas
scbagar perbuatan buhum perdata dan dacrah aionom sebagar badan uhom. Atas
dasar teon badan hukum ini, maka peranpian kenasama dalam bentuk hubungan
kontraktual vang dilakukan oleh pemerntah daerah tidak saja menpikar bass
pemenintah daerah yang mcenandatangan: perjaniian tersebut. tetaps juga masvarakat
vane merupakan bahagan dalam suvatu sistem badan hukom.

" Teon badan hukum vany dimaksed adaiah ween orman vang depdopon (e von (rerke -
Jerman (1831-7192 1)

"y bsar Pasal 1 amha 2 e Pasal {anols 3odan aneka 3 UL Nomeor 32 Talwn 2004 tentane
Pemerintaban Dacyali
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Pertanvaan hickem selanjutnyva adalah siapakah vang bervwenang schagai

pthak dalam penandatanganan kontrak  Ketontuan Pasal 24 Ul No 31720064

memvebutkan
I Senap Daerah dipimpn oleh Kepala Pemenmah Daerah vang disebut Kepaia
iJaersh.

2. Kepala Dacrah sebagammana dimaksud pada avat (1) untuk Proviasi disebat
Gubernur, uniuk Kabapaten disebut Boupat. dan umtuk Kota diseben Walikotz,
Selamutnva pengaturan tentang tugas dan wewenang Kepala Drerab dalam

ketentuan Pasal 25 hueuf a VL No 322004 vatie

“Momimpin penvelensearaan pernenntah dacrah berdasarkan kebnakan vane
ditetapkan bersama DPRD. Dalam hal wm penanjian kena sama vang dilakukan
olch pemenntah dacrah harus mendapat porsetuiuan dan DPRDT

datam hal persetujuan DPRIY hal i duwtur dalam Ketentuan pasal 42 hurut & vanu

“DPRD membenkan persetyjuan terhadap rencana kera sama amar duerah dan
dengan prhak kehga ™

Dalam ketepruan Pasal 5 PP No 6 Tahun 2006 menceaskan bahwa ¢

1. Gubernur bupatt'waliketa adalah pemegane kekuasaan ponecioizan barany
ik daerah.
2 Pemcgang hehuasaan pengelalaan baning milih dascrah mempunvas
WEWwenany
a menetapkan kebuakan pengelolaan barane mihk dacrah.
b. menetaphkan ponggunaan. pemanfazian atau penundahtanganar tapah dan
bangunan:dst... ... ...

Ketentuan Pasal 5 PP No.6 2006 dalam pengelolaan barang mihik dacrah  dapat
simputkan terdapat tiga prthak vaitu gubernucbupatywatikota selahu pemeganyg

Kekuasaan pengelolaan barang mibtk daerah, benvenang dajam hai svarar kewenangen

dalam melakukan hubungan hukum perdata.
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Schagar perbandingan dapat pula kita hhat ketentuan Keppres No. 71998,
scoagaimana clah discmpurnakan dengan Keppres Noo 812001, dimana ketentuan
Pasal 11 avat (1) memvebuthan bahwa

itk dasrab dibuzt oish subermpr kepaja dasreh ungder b aran
& s

Bupattwaltkotamadya kepala dacrah uinghkat i vang bersangkutan ™

Dengan bertumpu pada kewenangan vang diperoleh berdasarkan peraturan
perundang-undangan pembentuknya, sehagaimana dikemukakan di atas, juga denpan
peraturan (chots sehagaivana vang ruea dikemokakan terdabulu pada bagran prosedur
pembeitukan BOT  maka dapat  disimputkan vang  berwenang  dalam hel
penandatanganan atau pihak vang melakukas perikatan adalah pemerintah daerak
vang divwakili oleh gubernur, bupat dan wal kotz sebagar tindakan perbuatan kepata
daerah yang lahir dan kewenanpan yang berdasarkan funpsinve mengacu ketentuzn
Pasal § horut ¢ Pasal 43 avar 1) Pasal 47 avat (23 dan Pasal 49 ayar ¢33 U7
No. 1 2004,
Z. Syarat Kewenangan Oleh Badan Hukum Privat

Dar aspek hukuminvg badan ine terbags atas 2 (dua) vaite o badan usiba
vang berbadan hukum. dan b, badan usaha vang tidak borbadan hubum. Badan usaha
vane berbadan hukum vang Kita kenal tordin atas Perseroan Torbaias (PT) aas
Naamiloze Vennootschap {NV ). Koperast dan Yavasan. Sedangkan badan usaha vang
bukan badar hukum terdin ams Perseroan Firma (Fap dan Perseroan Komandirer ate
Comuaditemre Vemneorsehap 1CV ) Dalam balmannma dengan BOT, tentunva bentuk

PT dan CV sangat relevan untuk dibahas dalam hal i
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Dalfam hal untuk kepentingan kontrak pada bentuk Persercan Terbatas (PT:
tontunya siapa vang borhak dalam mclakukan suatu porbuatan hukum, menuns

Hasanuddin Rabman hal i dapat diketahar 2 ¢duas hai, vaitu A

a. Apakah Persevean Torbatas terscbut sudah berstatus badan hukum atau belum.
Apabia belum berbadan hukum maka vang berhak dan berwenang antuk
bertindak keluar mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum adalah
pemepnng saham/pendint perseroan. Untuk mengetabur apakah suaty Perseroan
Terbatas {PT) sudal atau befum berstatus badan hukum, adalah dengan melihay
apakah Akia Pendirian Perseroan Teorhaias (PT3 tersebut telab mendapay
pengesahan dan Menten Hukum dan Perundang-undangan (dh Meneten
K chakiman) atau belum.

-

Schaitknyva, apabtla Perseroan Terbatas (P1) tersebut telah memperoleh statix
badan hukum, maka yang berhak dan bervenany untuk berundak ke
luar-mewakili perseroan dajam melakukan perbuatan hukum harus diifhar pada
Angsaran Dasar Pendinan Perseroan Terbatas (PT tersebut.

Dalam hal Perscroan Komanditer {(CVi masih mcnwnm  Hasaauddia
Rabman. ™ bahwa pada dasamva CV adalah Fimma vang mempunyat ! {saty) ataw
beberapa orang persero komanditer atau persero dram awu persere akuf Jadi dalam

suatn CV terdapar 2 (dua) macam persero, vartu |

{a} Persero Komanditer, vaiiy persero hanyva menverzhkan vang dan barang
sehzeat pemasukan pada perseroan. dan tdak thut dafam Lepensurusan
persaeroan

{b} Persero penpurus, yanu persero yang selum menyverahkan uang dan barang
sebagar pemasukan pada perseroan, juga sekalipus sebagai penanggeung jawab
atas hepengurusan perseroan yang bersanghutan,

™ Hasanuddin Rahman, Serd Merancang Konirai Bisniv Contract Drafting, PT Cora
Adnva Baku, Bandung, 2003, b 76.77
bl b 52
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Denzan adansa pembagian 2 {dua) persero terschut. dapat dengan mudah diketabia
siapa vang harus beranggung  jawab  dan siapa vang  berhak  bestindak

celuar mewakih perserozn dalam melakukan perbuatan hukum.

Datam Pasal 20 avat (2) KU Dagang sceara tegas dinvatakan babwa vang
diperbolchkan melakukan perbuatan-perbuztan penpurusan atau hekena  dolam
peruszhazn CV hanyalah persere pengurus. Bzhkan Pasal 21 menyediakan sankss
bahwa apabiia ketentuan tersebur dilanegar, maka senap persero daiam CV vane

bersanghutan akan bertangeung jawab secara tangeunge renteng untuk seivruhnya atas

segala hutane dan segala penhatan dan CV tersebut” Dan ketentuan tersebut dapat
disimpulkan baliwa pengurus dalam suata 'V adalali paia persero peagurus, yvang
mengsenal kewenanzannya dapat ditentukan dalani Anggaran Dasar” Akta Pendinian

CV yang bersangkutan ™

Masalah kewenangan bertindak dalam hukum menurul doktnn dimu hukww

vang berkembang dapat dibedakan kedalam

a. Kewenangan untuk beriindak untuk dan atas namansa sendin, vang berkaitan
dengan kecakapannva untuk bertindak dalam hokoem. Hal mi diarur dalam Pasal
1329 sampai dengan Pasal 1331 BW. Pasal 1329 BW menvatakan bahwa -

“setrap orang adalab cakap untuk membuat penkatan-perikatan, jika e ofeh
undang-undang tidak dinyvaiakan nidak cakap”

b, Kewenangan untuk berimdab  selaku huasa pihak Jain, vang dalam hal 1w
tundub  pada hetentuan vang dratur dalam Bab XV BW & bawsh judut
“Pembertan Kuasa ™

< ehid
LN
b
"t Wamne Mulyadi, Gurawan Widjave Perikaten Yang [ahir Dart Perjanjicn, PT Ram

Grabindo Persada Fakarts 2003 0 127-128
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¢ Koewenangan untuk beriindak dalam kapasitasnya schagar wall ataw wakil dan
mhak lan Dalam ketentuan inr termasuk kewenangan scscorang dalam
kaiaanva scbagar perwakilan dan suaty badan nukum.

Berkenaan denean kedua svarat hewcenangan terschut dv atas, penbng
memperhatihan pendapat  vane  dikciukakan  oleh Herlien  Budione  vany
moembodakan amtara hetidakeakapan dan hetdakwenangan mclakukan  usdakae
hukum_ scbagai benkut: Berhenaan dengan thwal pembuatan penanjan-peanjian
denpan pembatasan kebebasan berkontrak orang-orane tententu, maka gahbnva dibuat
pembedaar amtara ketidakcakapan melakekan tndakan (rurdefunmonboivaamberd
dan  kendakwenangan melakukan undakar hukum  (rundefngeserpevoeghondt
Pembedaaa 1m ndak dimakwokan ke dalam wndang-undane retapr dikembangkan
oleh yimu hekwn, Tdak cukap adalah mercka vang pada umuemnva bdak boleh
memiup peganpan. dak wenany 1alah mercka ving oleh undang-undang dilarany
nwCnutup peranjian-penanjian orntenty. Ketidaheakapan mwlakukan tindakan hukum
1alah ketidakmampuan umem (afgomens ongescfikifieid) untuk melakekan undakan
hukum untuk dan atas dinmva sendin vang ditetapkan atas dasar  kotontuan
perundang-undangan atay putusan hakim  Ketidalwenangan melakukan rnndahas
merujuk peda kenidakmampuan Khusus (hy-ondere onpescfufshend) sebagaymana
dutctapkan oleh ketentuan perundang-undangan anituk meiakukan undakan-tindakar
hukum tertentu. Juga ada perbedaan antara tuwusn dan akibat dan permaataan tentamy
status ketdahcakapan dan ketidakwenangan seseorang Twuan dane pernvataan
ketidakcakapan ialah perhindungan dan pihak vang tidak cakap. pernvataan tidak

wenang teruiama diujukan terhadap orang vang dinvatakan tidak wenang dan tujuan
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darinva salah perlindungan pihak lainnva atau kepentingan umwn. Porjangian yvang
drtutup atau dibuat olch prthak yvang tidak wenang biasanyva adalab batal demy hukum
{metip). sedangkan peganpan yane ditutup oleh mereka vang tdak cakap tidak ipss:

jure batal  sepanjang belum  dibatatkan:  tetapr sekadar dape! dihatalian

tverssefighagry,

Melahut pembedaan antara ketidakeakapan dan ketidakwenangzn mefakukan
undakan hubkum tersebut, darat disimpulkan unser Lecakapan sebapar syarar sahma
sttt peranitan schagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW jo. Pasal 1350 BW
adalah svarat vang tidak tepat untub badan hukum sebagar subjel bukum. Bagn suata
badan hukum, ketterianva bukan kecakapan sang dihubungkan pada batas uniuns
tetapi Kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundans-undanpan
vang beriaku, Terhadap badan hukum provat (Privaarrechtetike rechispersoori
kewenangan mefakukan tindakan hubum  veng  duentukzs  dalam  peraturan
perundans-undangan, umumnya difabarkan bembali ke dalam Anggaran Dasar (Ake
Pendinan) dan badan hukum tersebut sedangkan bagr badan hukum pubhi
{Pubfickrechtelipke rechispersoon) sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
vang mengeaiur badan hukum publik tencbul Demikian pula, apabria dalam toon
vang berlaku selama ini menenpathan ketidakcakapan membuat penjanjian sebagat
pelanggaran svarat subjektif vang mengakibatkan perjanjian tidak batal demi hukum

tetape dapat dibatalkan. maka dalam hal ketidaskwenangan membust peganjian

™ Heriien Budiono, Asus Kescimbangan bagi Hulum Perjanjian indoncsiv — Hukum
Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Fndonedg, Cura Adityz Bakvi, Bandung, 2006 h 152
R
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schagzar pelanggacan svarat subjehuf. akibatnya perjanyian menjadi batal domi hiukuw.
Hal ru didasarkan pada alasan atas adanva Kepentingan umum vang harus dilindungt
dan Letdakwenangan melakukan perbuatan hukum tersebut. Herlten Budiono
menjelaskan fzhth lanjut, bahwa: Dalam bal Letidabwenangan bertindak ok tolakmz
talah bahwa adanva cacat (kekurangan; Yhusus uninh melakuban perbuaan hukum
teriemu atas dasar mana terjadi keurdakscimbanzan Dengan senadirinva perbuatan
bukwm vane difakokan oleh crane vang tdak benwenang adaslah hatyd demr hukum
kendats tdak untuk setiap hetidakwenangan bertindah ancamannva adalah kehatalan
demnt hukum (Pasal 1:88-89 BW-Baru Belanda’ - thurut tebal penulisy Dalam hal
demikian. berpuak dan asas keseimbangan, adalab udak adil bila undakas-tindakan
hukum vang dilakukan orang vang tidak bervwenang memuncullan alubat bukum,
Atas dasar alasan 1ta pula maka untuk melindengs Lepentingan wrmum dan Kepastian

hubum, sanksi vang ditetapkan terhadapnva adalah kebatalan demi hokum

$. Substansi Kentrak BOT

Secara mendasar substanst koptrak BOT mebpunt 5 (ngay obvek vane
pembangunan fisik bangunan, pengoperastan pemaniaatan scra penyerahan. Dalam
prakiek benptuk RKontrak ani merupahan pola herja sama antara Penihikh Tanagh Lahan
dalam hal i pemenniah selanjuinya disebut voacr dcrwherr dan invesior vang akan

menjadikan lahan tersebut menjadi satu fasilitas umum. kegiatan ini dilakukan oleh

" iheed b 437428
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invesior dirmular dan tahapan membangun fasilitas schagaimana dikehendaks Pemilik

L.ahan Tanah Scialan denean hal torschut Jeffrey Delmen, mengomukahan bahwa -
Tlhe comsiructian plase of the BOO BOE project w geperally governed by o
furvkey Comsfrucfion confract, somefimes alsa known oax oan EPC fengimecring,
procurerenl and constrictiong conract, The Lenders, sefye are seckmy certamsy
ol expmure, require ¢ Comsiruction Cotruct thar estebiishes o ficed fump-sum:
price aid o ser e for compiesion und pluces she majoriy fand 1 some cuses
substantrediv alfp of the consirucrion risk on she Construcnion Contractor.”

Setetah pembangunan fasiiitas selesar, Investor diber hak untuk mengelofa
dan memuongst hasil dan fasilitas tersebut wefama hounun wakiv ienentu. Dimans
setelall masa pengoperasian konsest selusar, fasilitas tads dikembalikan kepada
pengguna jasa, tentunva fasilitas tersebut diharapkan masth dalam keadaan teravwat
batk. Pola kenja sama vang tenadi pads hakekatnvz melahirkan hubungan hukun
vany melzherban adanyva hak dan hewapban secara bertimbal babik sanp ditutup
berdasarkan kehendak para pihak sebagal sarana para pihak dalam melabukan suaty
Dresiasy.

Menurul Nazharkan Yasin, waungeuhnva bentuk kontrak i merupakan
pola kena sama antara Penuhix Tanahlaban dan onesior yang akan menjadikan
tahan tersebut menjadi satu fastlitas untuk perdagangan, hotel. resors atau jalan tol
dan lam-fain. ‘Terlthat di sim kegiatan vang difakukan ofeh imvestor dimulai dan
membangun fasiitas sebagaimana dikehendaki Pemihik Laban'tanah. imilah vanz
draruikan dengan B {Buiid). Setelzh pembangunan fasilitas selesai, investor diberi hak

untik mengelofa dan memungut hasil dan fasiiitas tersebin sefama kurun wakm

i: lefrey Delman, foccit B 8
' Nazathhan Yasin, Mengenal Kontrah Konstruhsi di Indonesta PT Gramedia Pusiahs
Ltama Jakana 7006 h 75-76.
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tericate,  Imtlah  vang diartikan  dengan Q@ {(Operate. Sciclah masa
pengoperasiankonses: selcsai, fasihitas tadr dikemabalikan kepada peongguna jasa
tnifah diaruban 1 {Jramsyor, sehingga disebut Kontrak Huads, Oporate wrnd fransfer
(BOT)

Sesungguhnva bemtvk Kemtrak imi mm munp dengar Rancang Bangue.
Perbwdaaneva adalah dalam bentuk Rancang Bangun, setelah fastlras dibangun ndak
adiz masa homscst vang dibenkan kepada pemvediz jusa. Rancany Bangun untek
mendapatian pengembalian dana vang judah ditanam (resmn of arvesamenty Karena
biava fasilitas dibavar langsung oleh penvedia jasa. ™

Setelah masa pengoperastankonsest dikombalikan  kepada pemenntah
{tranxter), wntunva fasilitas tersebut dibaraplan masth dalam keadaan erawat bk
Biasanva ada kontrak tersendin mengenar hal ins Selain, musalmia, fassieas tersebut
membuptuhian pengoperasian dan perzwatanmvz sendiri, maka dibuarizh pepamian
terpisah vapg discbut Operating & Maimenancr Comeract Agresmern anara Pemilik
fasilias dan Tovestor.”

Perjanyian perencanan dan pembangunan rancang bangun senditt beserta
masa. lamanyva masa konsesi disebut Concession Contract Agreement. Blasanva vang
lebih disukar adalah masa membangun {construction period) disatukan dengan masa

pengelofaan (concession pertod) supava ada rangsangan bagl investor untuk

mempercepat konstruksi agar masa pengelolaan menjadi lebih panjane
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Dalam honteak bisnis terdapat ansur-unsur pokok vane terdapat pada semua
bentuh umum kontrak  bismis. unsur-unsur vang bersifat wmnersed dan dapat
diteraphan dalam semua kontrak bisnis. unsur-unsor tersebut adalah ©
' Bagian pambukaan
Pada dasamya bagitan pembukaan it memuat ientang

a. Tempat dan wakiu kontrak diadakan, sehenarnya pengaturan tempat dan wakiu
bomtrak 1w tidak mutlak berada pada bagian pembukaan, karena seringkal
pengaturan tentang tempat dan swaktu kontsak diadakan i dietakan juga pada
akhir konirak.

b, Komparisi. vadu haman honirak vang memuat heterangan lentang orang mhak
vang beriindak datam pembuatan kontrak tersebint, biasansa berupa :

1. wdentilas, vang meliputi pekerjaan dan domisili para prhak
2. dasar hukum yang membert Rewenangan s andis dalam bertindak dart para
pihak {j1ka para pihak menipakan badas hukum).

¢ Recials. vaitu latar belakang para pihak sehingga tercapainya kescpakatan
untuk membuat kontrak.

2 Ketentuan-ketentuan pokok Lontrak -

fst kontrak dalam bagian ketentuan pokok inf terdin atas -

a. klawsula iransaksional, vanu klausula vang benst renmng hal-hat yane
disepabau oleh para prthak, tentane obyvek dan tata cara pemenuhan pemenuhan
peestast serta kontra prestast oleh para prhak

b, Klausula spesihik, varlu Klausula yang beria tentang bal-hal Khusus sesuar
dengan harakfenshiish penkatannya.

¢. Klausula anbipatf, vatu kalusula yang bensi tentang  hal-hal  vang
menvangkiut  kemungkiman-kemungkinan sang akan icrjadi selama masa
kontrak berfangsung.

3. Ketentuan-hketentuan ponunjang
Ketentuan penunjang pada urnumnya antara lain berist tentang .
a Klavsula tenmang condiion preseden, vaitu klavsula vang memuat tentang
svarai-syarat yang harus dipenubhi oleh sala satg puhak, sebeium pihak vang

fainnva memenuhi kewajtbanmya.

7 Hasanuddin Rahmar, ogreit b 934105
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b. Klausula tentang affirmatil covenants, vaitu klausufa vang memuat ieitang jan
pi-jann para pihak untuk melakukan hal-hat tertentu sclama masa kontrak.

¢. Klausula tentang negarive covenaits. vantu kKlausula vang memuat tontang jangi-
jangt para pthak untuk ndak melakukan sesuatu setama masa kontrak.

4. Bagian penutup

Datam bagian penutup ini, scudaknva terdapat 4 (empart} hal vang perfu untuk diatar
di dalam konatrak bisnis, yvaitu -

Penckanan bahwa kontrak terscbart adalah afat bukis

Penyebutan tempal pembuatan dan penandatanganan

Penyebutan (enfang saksi-saksi dalam konirak
Sebagar ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak vang berkontrak

o

e

Palam substasni kontrak BOT dengan bertumpu pada pernasan ketentuan
Pasal 29 avat (2} dalam ha! yvang sekurang-kurangnva harus dimuat datam kontrak
BOT. seriz mensandighanava dengan hontrak-hontrak bisnux [atnnya, maka secare
hnas Kiansuf-kizusul vang pedu diatur dalam kontrak BOT adalah sebagar berthur -
perrama, adaiah bab vang mengawr betentuan umum dimana Letenmuan o
mensmuskan dan mendefinistkan tentang istitah-istifab yang dianggap penting olch
hedua botah prhak, kedwe, adalah bab yang mengatur tentang maksod dan tujuan
dimana ketentuan in merupakan perwujudan dan recifels vang tidak fain adalab
berisikan perumbangan-pertimbangan tentang maksud dan tujuan para pihak di dalam
kontrak dimaksud. kefiga, adalah bab vang mengatur ruang hingkup bab 1w
meneranghan secara tegas tentang bentuk perjanjian yvang mereka buat, keempeor.
adalah beb vang mengatur hak keduva belah prhak dimana dimana hak yang vang
menonjol dalam BOT bagt phak pemenmabh adalah hak yang menvangkm
pengawasan dan hak investor adalah hak perencanaan. pembangunan,  dan

pengelolaan, kefima, bab yang mengatur tentang kewapiban kedua belah prhak
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dimana pada kedudukan ini juga vang mceonjol bagi pihak pemerniatah adalah
Lewajiban penvedian lahan‘aset dacrah serta aspek dukungan pemenntah dan disist
investor adalah penanaman modal, penyerahan jaminan, pelaksanzan pembangunan,
penyelesaian pembangunan, pengelolaan obyek BOT, pembayaran kontribusi, pajal:
dan biava lainpemeliharaan dan perawatanpenyerahan obyek BOT dan lamn
scbagainya, keenam, bab yang mengatur tentang farangan bab ini untuk tdak berbuat
sesuatu schagaimana diperjanpikan dalam kontrak terscbut, dalam kaitannya dengan
BOT dapat likat klausula tentang jaminan pibak investor untuk tidak menjaminkan
obvek BOT selama masa kontrak dan seterusnva, ketyjuh. bab vang mengatur
tentang sanksi. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedindungan tethadap
kemungkinan-kemungkinan para pihak tdak mefakukan kewajiban-kewajiban
sehagaimans vang telah tertuang dalam perjenjian dapat dicomohican dalam hai
keterfambatan vang memberikan sanksi denda dan seterusnya, kedelapan, bab yvang
mengatur tentang penyciesatan scngketa pengaturan ini juga merupakan hal yang
penting mengingal dalam sebap hubungan hukum tentunya terdapat perselisihan-
persehisthan vang selalu muncul dalam  hubungan tersebut, Kkesembilan, bab vang
mengatur tentang perubahan, bab ini merupakan klausula antisipatif terhadap
terdapatnya peristiwa yang mungkin sangat penting  vang tidak diatur dalam kontrak
para pthak vang akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tak terprsahkan
daiam kontrak tersebut, keseprluh, bab yvang mengatur ientang keadaan memaksa
{force majeure) klausula im juga merupakan antisipast terhadap adanya jaminan
untuk tidak dituniut berdasarkan suatu penstiwa vang diluar kehendak para pihak

dalam rangha pemenuhan suatu presiasi, kesebelas, bab yvang mengaiur tentang
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bahasa, dalam praktek kontrak bisinis hal ini digantungkan pada subvek dan/atau para
pihak vang mclakukan hubungan kontraktual torscbut mengingat tak jarang sala satu
pihak adalzh pihak asing oleh karen: menjaga atau mengantisipasi perbedaan
pengertian antara kontrak yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ingeris,
dan terakhir keduabelas, bab yang menganw tentang ketentuan penunyp yang
didalamnya terdapal penegasan-penegasan ferientu dan penandatanganan para pihak
seria saksi vang dibubuhi materat cukup sebagai alat bukti vang sal sebagar kekuatan
hukum vang mengikat lavaknva undang-undang bagi para pihak.

Mengingat kompleksnva perjanjian BOT, dimana terdapat ruang dalam
pelaksanaan kontrak oleh invesror untuk melibatkan pthak fam scbagaimana juga
ditegaskan dalam kontrak utama {muin comracty dalam rangka keterbatasan faktor
ketepatan wakin dan ketersedian SDM {sumber daya manusia) dan mungiin pnia
keterbatasan financial memmngkinkan bal ini dapar dilaksanaban untuk mencapar
tupuan vang ingin dicapal bersama. Hal ini menimbulkan pula kontrak-kontrak vang
dapat dibentuk oleh pihak investor dengan pihab subkonirakior atau prhak lam sejaub
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak utama (mint coniracy.
Dalam pelaksanaan konstruksi sangat dilvtshkan untuk mensuplay pelaksanzannyva
hal mana olch Jeffrey Delmon mengatakan bahwa 1™

“The Inpwt Supply Agreement obliges an Inpui Supplier 1o delrver o the Projecs
Coempany a specified guantity of input necessary: to the aperarion of the praject, of
 certain fevel of quality. This agreement aflocates market risk imvolved in the

price and availability of the inpwr. The Input Supphy Agreement will only be
needed where some supph: Of input is necessary for operarion of the faciliny. ™
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Dalam situasi ini, pelaksanaanaya juga diikat olch kontrak antara pikak
investor dengan pihak subkontraktor. schagai jaminan antara para pinak dalam
melakukan soatu hubungan hukum (prestasty veng melahickan hak dan kewajiban
tertentu. Kontrak ini dari sisi pembuatannyz dilaksanakan di depan notans yang
secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut : {terlampir sekedar contoh}

para pihak

detenis

fwuan bersama

s¥stem kerja sama

pengalihan hak danizin-izin

serah terima lokasi dan dokumen provek

perubahan desain arsitektur, fungsi dan luas gedung
PengUISan 1Zin

. pembiayvaan

10. hak dan kewajiban para pihak

11, pemvyataan dan jamman

12, persyaratan pelzksanaan

i3, perisuwa cidera janit dan akibat peristivwez cidera janjt para pthak
14 force mageure

13 penvelesaian perseiicihan dan domisili hukum

16, ketenman-ketentuan lain,

N

yang berhubungan dengan kebuluban pelaksanaan pembangunan sesuar dengan yang
dipersvaratkan dalam kontrak utama.

Dalam pelaksanaan hak pengelolaan terhadap bangunan atau lazimnva
disebut hak consesi (HPL) vang diberikan dafam jangka waktu tententu kepada pihak
imvestor sebagal pemegang hak tersebut, dapat mefakukan hubiungan hukum dengan
pthak Letiga dalam rangkz pemanfaatan vang bemilai ekonomis, yang merupakan
manfaat {benefiry bagi investor sebagai kompensasi dari pembangunan gedune
terscbut. Dalam hal 1 ferdapat Juga kontrak-komtrak vang dilaksanakan antara pihak

mvestor sebagat pengelola dengan pihak pengguna (usery untuk menggunakan bark
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sebagian dan’atau scluruhnya gedung vang dimaksud. Dimana sccara prinsiped
kontrak-kontrak ini juga dibuat di depan notaris vang memuat hak dan kewajiban
parz pihak, seria jaminan pemberian hak kepada user dalam bentuk Hak Guna

Bangunan.
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BAB I
PRINSIP DAN NORMA HUKUM PELAKSANAAN

RONTRAK BOY

Peiaksapaan kontrak pada dasarmva  adalah merupakan peiaksanaesn
kewaythan komrakiual BOT. Pada sist ponuguna jasa kewayban wamanva adalan
penverahan fahan denvan seuala rminan atas hak vang metekal pada lahan tersebu
Sedangkan pada pemedia jJasa pemeniuhan  xewajpbanmia  adaiah  melakuban
pembanguran, pengelolaan dan penverahan pada masa vang telah ditetaphan.

Pada pninsipniva vang tonikat atas kewajiban kontraktual terscbyt adalah para
pihak vany terhibat dalam lontrak. Pengabihar dalam kontrak kepada pihak Lum
merepakan pengecualian terhadap prinsip pravey of cowtracl. Apa vang menads
Lewajthan kommaktpal penvedia bamnojasa imi merupakan sz senmal dalam
poiaksanaan kontrak. Subswagst kontrak dengan demikian mempunval an penting
sebagin  lambasan dan‘atan alas hak purs pthakl, disamping  imstrumen dalum
melakukan pengawasan guna mengukur terpenvhmiva kewapban oleh penvedia jasa
Is1 kontrak meliputi selunsh dokumen vang memnjadi bahagian vang 1ak serpisahkan
dan vang berlaku mengikat di antara parapihak. Berkatan dengan kempleksnva
kentrak BOT dimaksud, maka datam bab im penulis membatast hanva pada kontrak
wiama (M confract ), dengan uraian sebagar benkust -

t. Pelaksanaasn Kewajiban Kontrakiual
Bagyan Pertama Bab Vil Buku ke 1H BW vang diben juiul tentang

Tperannan-petanpan univk  mckakukan  pekenaan” Dalam  perspektifs hukum

77
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perikatan kontrak BOT, makna untuk mclakukan pekerjaan dimabsud adalah
pelckasanaan  kewajiban  kontraktual dalam  dalam  hal melakukan peliegaan
pemborongan. Ketentuan Pasal 1601 b BW menvebutkan bahwa, ~“Pemborongas
Pekerjaan  adalah penanpan dengan mana  pithal vang  satu, s1 pemborong
mengtkathan din untuk menvelengpgarakan suatn pekerjaan bagr mhak vang laip
pifsak yang memborongkan, dengan mencrima suatu harga yang duentukan ™

Datam perspekul hontrak BOT tersebul kewapban yang lahir dan penvedia
jasa tersebut dalam hal menerima suatu harga vang ditentukan dimeksud adalak
berupa cuntra prestasi hak pengelolaan atas bengunan vang telah diborongkan berups
hak ckonomus vang dapat diambil oleh pihak penvedia jasa batk darr konsumen

maupun user sebagar pengzgunz dalam memantaatkan fasthitas vang ada van

e

dibangun oleh penyedia jasa tersebut Jadi harpga dalam hal inl pada hakekatma
bukan secars langsung dalam bentuk matenitl akan tetaps berupa hak vang bemudian
dapat dipcrsamakan dengan iy

Ketentuan Pasal 1 angka § Undang-Undang Nomor 18 Tabun 1999 enlang
Jasa Konstruksi (UUJK) menivatakan bahwa, ~ Kontrak kerja konstruksi adalah
keselimuhan dokumen vang mengamir hubungan hukum antara pengguna jasa dan
penyvedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi” Dalam konteks kedus
periangian lersebut sangat jelas werdapat perbedaan, dimana padz kontrak jasa
konsirukst terdapat hubungan sejajar antarz penggunz jasa {bownwlieer) dengan
penvedia jasa  sedangkan pada penanpian pemborongan terdapar  hubungan

kedudukan yang tidak sama, hal mana dimaknai dengan “menerima harga vang teiab
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ditentukan.” schingga diiharatkan terdapatnya kedudukan sang tidak sama antara
dalam kontcks buruh dan mapkan.

Bransipnya  pelaksanaan kewapban honwzktual berada pada  debitur
Lazimnsz pelaksanazn kontral BOT oleh pihak penyedia jasa meliputi pembangunan
infrastrukner diatas areal vang telah ditetapkan, dimana pembangunan dimaksid
meliomi pula fasilitas-fasifitas dalam suatu perpaduan yang harmonis dan nyaman
dipandang. Seain hal lersebut terdapat pula kewagiban yang dipersyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan dalam hal strukiur bangunan vang disesuatkan dengan
perhitungan pihak lain vaitu konsultan perancang struktur serta swuktur gedung
dengan meageunakan konsep Jnrelegonr Building Svstem dan perlenghapan berkaitan
dengan gedung dan tanah dapat dicontohkan fistrik temmasuk pembanghit tenaga
fistrif, komumnibasi dan tetiepon, pengaturan sufmt udara, pencegahar dan pemadaman
kebakaran. pembuangan limbah dan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya
scria biava-biaya baik biava pembangunan dan biaya operasional dan pengelotaan.,

Kewajiban-hewapiban terscbut hamva ahap berakbir bils, dipenuinya secara
sempurna ofeh pihak pensedia jasa dengan pembuktian vang lazim dan dinvatakan
secara tertulis telah dihapus, diambil alih atau dipenuhi secara sempuma oleh pihak
terhadap mana kowajiban terscbut hamus dipenuhi. Dalam  perkembangannya
kewajiban terschut tentunya dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang
sala sanunva adalah mengenai keterlambatan. Tentunva hal ini sejauh mungkin dalam
rangka pelaksanaan perumusan kontrak para pihak telah diperhiungkan, dan
lazimmya hal tersebut telah diantisipasi dengan menormakannya dalam st perjanjian

penosmaan mana lentunyva mengidahhan keduduhan sany setmbang (eguadiyy - Sejak

Tesis Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bot ... SYAMSU THAMRIN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 80

terbitnva Keppres No. 802003 terdapat ketentuan vang membernikan ruang untuk
peescalan ind. yang mana dapat kita hihat pada ketentuan Pasal 37 discbutkan bahwa :

1. hila terjads keterlambatan penyelesatan pekenaan akibat kefzlaian dan
penvedia  barangjasa, maka penyedia barangjasa  vang  bersangkutan
dikenakan denda keterlambatan selurang-kurangmya 1 %o (satu perseribu) per
han dari nilai kontrak:.

bila terjadi keterlambatan pekerjaanpembavaran karena sematz-mata
kesalahan atau kelalaran pengguna barang jasa membavar Kerugian yang
dilangeung penvedia barangfjasa alibat keferlambatan dimaksud, vang
besarannya ditepakan dalam kontrak seswat dengan ketentuan pevaturan
perundang-undangan vang berlaku,

b

Datam hal ketentuan yang ke 2 {dua) membernkan rumusan membavas
kerugian vang besarannva ditetapkan dalam kontrak. Kerugian vang demikian i
dalam bulkum bontrak discbut liguidated damuages { pka besamya kerugan itu tidak
ditetapkan dalam kontrak, maka kerugian vang demskian nu disebwt vmliguadared
damages { M.P. Furmston, etal) ). Pada wmumnya kerugian tentang i dituangkan
dalam Kkiawsula sankst bersama-sama dengan kalusula denda (penain clausey
sehalipun makna vuridisnya berbeda. ™

Dengan diteraphannyva besaran berugian dalam suatu hontral mmaka jumiah
dalarn kevugian itu mengikat. Berapa sesungguhinga Kerugian vang diderita oleh pihak
lain tidak laz menjadi hal yang perfu dibuktikan. Penggupat dalam kaitan ini cukup
membuktikan adanya adanya kesalahan tergugat vakne telah melakukan pelanggaran
atas kewzpban kontraktuainya {hanya dalam stuasi yang sangat khusus penagdilan

dapat mengurangt besamya jumiah denda vang ielah duetaphan misalmya jika

™ Sogar Simamora, (2005), Joc.cif | h. 263
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besarmva denda itu dinilar bertentangan dengan prinsip fuirness. Periksa Pasal 94
Buku Vi NBWL™

Lanr halova dalam rumusan homtrak BO.™ vang dapat dilihat prestasimy
tebth pada aspek prosedurmaa vang dapat druratkan sebagat benkat

t. Apabila dajam azppgapan pthak pengguna jasa pembangurap  gedung
mengalam keterlambatan maka atas permintaan phak pengguna jasa, pihak
pervedia jasa waylbh monvampalkan socara envlis wcrmane aijasan-ajasan
keterlambatan dan perkiraan tentang <aat penavelesaian pembangunan Para
prhiak ahan bersama-sama mendat selisih antara prestasi peaeraan vang elah
deapay dan rencana pekerpaan vane seharosnva ercapar menurut fadwal
pemielesaian sehavaimana tercantwn Jdalam jadwal polol pembangunan
§ N asier Tome Schedudoy.

Dalasm hal tidak tewapar kata kesepakatan aniara para pihak teniang prestasi

pokeraaan vang wreapal dimaksud. maka para pthak bersama-sama menunjuk

Cheampiey Nurvaovor vang disctuju antam pam pihak sntuk monctaphan secama

fina! volume prestast pekerjaan tersebut. Biava atas pemantaatan survevor

tersebut sepenuhnva atas beban penvedi jasa

Apabila keterlambaan pembangunan gedunge terjadt pada wakie vany telah
duetzphan dalam penanjan ini (43 bulany vane pada akhir bulap Letiga puluh
enam {36} se)ak 1angeal efekuf dan jadwal pemvelesaian pembangunan dan
dan hasi] peripcian sebagaimana termaksed dalam perjanyan im, prestasy
pekenaan vang telah tercapar adaiah kurang dan hima peluh persen (30 %a)
dan rencanz pokenaan scharuspyva tereapar. maka prhak penyveda jasa wanb
menvampatkan perhitungan dan persvaratan kepada pengpuma yasa yang
cohup mevakainkan bagr prthak pengpuna jasa tentang bagaimana  prhal
penvedia  jasa akan  nenpatast  hcelerambutan sehingea jadwal poko
pembangunan (Adusier Time Schedide ) akan tetap tercapay.

4. Apabila sampai dengan akhir bulan heempat pulubh delapan (he-48) scjak
tangeal efeknf dimana penvelesaian pemibangunan pekenaan masih belum
diselcsatkan maka atas perminiaan pibak prhak penvedia jasa dapat diberikan
porpaniangan waktu penvelesaian pembangunan {masa keterlambatan) oleh
prhak penpeuna jasa vantu tdak melebihs enam (6) bulan.

3. Perpanjangan  wakwe (masz  keterlambatan) penyelesaian  pembangunan
gedung. sehagaimana dalam perjanjian ind secara otomatis menpurangs jangka
waki pengeloizan dengan wakiy vang meiampawr buian keempat puluh
deiapan 1ke48) sejak 1angpal efeknf Unwuk senap Keterlambarn rersebus
pthak penvedia jasa wajib membavar ganti rugi kepada prhak pengguna jasa

ba

S

LT

* Jilkr Jawpitan kontrak BOT antara Peeriniah Jawa Bara denuwan PT T Taneaai Lestarn
Makrour
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vang Jdilitung secara proporsional dengan lamanyva katerlambatan berdasarkan
besamiva imbalan tahunanrovalti scbagaimana dimaksed dalam penjansan mi.

6. unituk tyjuan gant rugt schagaimana dimaksud di atas adalah kewcrlambatan

vang melampaw sepulubh (107 han diliitung sebagal keterlambatan satu {1+

vulan Pelaksanzan gant rugr tersebu! harus dilaksanakan pada ashhie bulan,
dengan keterfambatan pembayvaran dikenakan bunga.

Apahifa keterfambatan pelaksanaan pelerjaan bedangsung iebil fama das

cnam {0) bulan sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) di ams, maka

mhak pengouna jasa berhak mengakhin perjanjian ini dengan memperhatikan

Letemipan prhak penvedia jasa tidak dapat menvelesatkan pembangunan

godung schagarman dimaksud dalam pepanpian im kecuah nka werjade

keadaan kahar (force majewre) dan menanjuk pihak fain untuk meovelesatkan
pekerjaan dan menggunkan hak apla perancangan gedung <ecara Cumig-

Cuma.

8 Uniuk pelaksanaan pengakhiran perangpran sebagaiman porot teisebut di atas,
para mhak dengan tegas setuju dan sepakat untuk  mengcsampingkan
ketentuan Pasal 1266 jo Pasal 1267 BW.

9. Apabia penvelesaian pembancunan gedung  sclesat lebih copat dart jadwal
vang telah ditentukan. maka jangha waktu pengetolaan selama 30 (tga puluhy
tafun dapat dimajukan setelah ditandatangan Cerificate of Compiction.

el

Denpan melithat dan ketentuan tenteng keterlambatan bark peda ketentuan
Keppres No 802003 seria ketemtpan kontrak BOT sebagunanz drwraskan di atas
nampak secara 1egas wnadi perbedaan daiam hal terdapatwa kewerlambatan
Perbedaan terwhut sesunggubinya terfetak pada benlok kontraknva, benluk vang
pertama adatab bersifat pengeluaranipembavaran sedangkan pada bentuk keduz
{hontrak BOT bersifat pemasukan atau dengan kata lain bentuk pertama merupakan
kontrak pengadaan scdanghan bentuk vang kedua adalab kontrak non pengadaan
scbapaimana telah uratkan dalam bab terdahulu. Secara prinsip pelaksanaan kontrak
BOT lebih ditegaskan pada keseimbangan denszn mengutamakan hastt sena
mengutamakan usaha penyedia jasa,

Datam  kontrak konstrukst atau pembangunan gedung lazimnya  juga

terdapat keterfibatan pihak fain & luar para pibak (prinstp proviny of contraces vang
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biasa dischwt dengan subkontraktor, hal terschut lebih pada indusin konstruksi
dengan pclaksanaan pokerjaan yang kompleks, dimana sangat pula dibutuhkan
spesiatisasi pelaksanaan pekerjaan tertentu. Secarz punsipil subkontrakior hanyalah
mengalihkan sebagian dan pekerjaan dar pelenazan pada umumma dan daftar
pekerjaan vang dapat disubkontraktorkan ftu telah ditetapkan oleh pengguna jasa
Dengan demikian terdapatl penegasan tidak  dibenarkan mengalibkan sccara
keseluruhan kontrak tersebit. Dalam perspekiif ini, dengan adanva keterlibatan
sublontraktor tentuinva akan memunculkan sy tentang jems pekerjaan serla
persvaratan vang diperfukan jupa berkaitan dengan tanggungpusat atas pekerjaan
yang disubkontraktorkan.

Prinsip dasar dalam membenkan persetujuan subkontrak adalah bahwa
subkontrak diperbolehkan sejavh prestast dant perikatannya tergolong prestasi yang
dapat diganti. Tujuannva jelas yaitu untuk mencegeah agar presiasi dan pibak vang
menerima subkontrak tidak lebih rendah dart presiasi yang telah ditentukan dalam
kontrak pohoknya schingya tidak merugikan bag negara

Lebih lanjut Sogar Simameora, menegaskan bahwa dalam hal svarat adanva
persetujuan tertulis dalam kontrak pengadaan dalam hal penvedia barangfiasa akan
melakukan subkontrak penting bagi pengguna barangiasa sckalipun dalam hal
tertentu subkontrak bersifat mandatory. Syarat tertulis disamping untuk tujuan
pembukiian juga sebagai sarana kontrol. Alasan pokoknya adalzh karena pemberian
subkontrak ditakukan seteiah proses pengadaan melewati 1ahap penentuan pemenang

{tender-seleksi’. Dengan selesainya tahap ini maka dalam melakukan subkontrak

™ Seear Simamora, (7005). op.cit k., 268
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tidak ada lagi proses lelang/seleksi. Dengan demikian tidak ada tahap evaluasi
terhadap pcnmma subkontraktor, terutama cvaluasi teknis dalam mana cvaluasi ini
merupakan tahapan yang sangat menentukan untuk mengetahwr layak tidaknya
penerima  subkontraktor ini  melaksanakan pekerjaan yang dibenkan. Syarat
persetijuan tertulis dari pengguna barangijasa tidak berarti pengguna barangjasa ini
seria mena dianggap menyetujui hasil pekerjaan penerima subkoatrak  Hasil
pckerjaan  penerimma  subkontrak  tetapmerupakan tanppung jawab penyedia
barang/jasa, sedangkan persetujuan tertulis bagi pengguna barang/jasa digunakan di
samping uatuk mengetahui kredibilitas juga sebagai sarana kontrol terhadap penerima
subkontrak **

Dafam hal tanggung gugat dalam hubungan kontraktual hanya bé:laku
antara pthak-pihak yang secara tepas berada dafam kontrak wtama dalam hal ini
pengguna barangsjasa dan penyedia barang/jasa. Dengan adanyz subkontrak secara
tidak langsung kedudukan hubungan hukwemnya hanya ada pada penyedia
barang/jasa. Dengan demikian tidak mempunyai bubungan langsung dengan pihak
pengguna barang/jasa. Schingga dalam hal terjadi sustu tuntutan ganti rugi terhadap
adanya kelalaian oleh pthak pengguna barang/jasa termasuk di dalamnya pelaksanaan
pekerjasan oleh pihak subkonirak, maka pibak subkontrak tidak dapat langsung
berhubungan dengan pibak pengguna barang/fjasa akan tetapi hubungan hukumnya
hanya ada pada pihak penyedia barang/jasa.

Dan sisi hukum perikatan, antara kontrak pokok dengan subkontrak

terpisah. Tormasuk dalam kaitan ini mengenai persoalan pembayaran. Subkontrak

B ibid
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tidak dapat langsung menuntut pembayaran kepada pengguna barang/jasa melainkan
kepada koutraktor® Dalam kontcks BOT, berlaku pula pada schutan yang lainnya
untuk pihak-pikak yang juga merupakan bagian penting dalam kontrak ini yaitu pthak
Asuransi, yang juga dibebankan kepada pihak penyedia barang/jasa.
2. Prinsip Dan Norma Paiam Hal Pemanfaatan Kentrak BOT

Kaitannya dengan hal tm, sebagaimana disebutkan dalam kefentuan Pasal
24 PP No.672006 bahwa kerjasama pemanfaatan ini  adalah dalam rangks
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah serta
meningkatkan penenmaan negara/pendapatan daerah.

Dengan adanya konsep BOT dalam benfuk kerja sama int membenkan
manfaat yang sangat baik untuk kedua befah pthak disisi [ain dengan a&anya
keterbatasan dana bagi pemerintah daerah dapat dialibkan kepada pemilik dana dalam
hal i adalah pthak swasta untuk membantu pembiayaan sepanjang mhapan
konstruksi. Dari aspek pelayanan pemerintah memberikan penguasaan kepada pihak
swasta dalam kegratan operasional, perawalan, dan kontrak infrastruktur yang
disediakan ofeh pemernintak. Dimana dalam hal ini prhak swasta harus membuat suatu
pelayanan dengan harga yang telah disetujui dan harus dengan standar yang telah
ditentukan oleh pemerintah.

Konsep ini lebih lanjut digunakan untuk melibatkan pithak swasta pada
pembangunan konstruksi infrastrukiur baru, di bawah prinsip pendanaan pihak swasta
akan digumakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas infrastruktur

berdasarkan standar yang disusun oleh pemerintah, dengan masa waktu yang

M ibid k270
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diberikan cukup panjang untuk pihak swasta mendapatkan kembali biaya yang telah
dikcluarkan guna membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat.
Datam prosesnya pemeriniah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur
tersebut, dimana lebih lanjut pemerintah memiliki dua peran yaitu sebagai pengguna
dan regulator pelayanan infrastrukur tersebut, sehingga konsep ini merupakan cara
bam untuk pembangunan infrastruktur baru dengan keterbatasan dana pemerintah.

Struktur pembiayaan dalam BOT merupakan peran pihak swasta dalam hal
menyediakan modal untuk membangun fasilitas baru, prospek keuntungan konsep ini
merupakan cara vang efektif untuk menarik modal swasta, perjanjian mana akan
mengurang resiko untuk pihak swasta karena pemerintah adalah pengguna tunggal.
pengurangan resiko disini berhubungan dengan jaminan terhadap pmgcmﬁaiian
investasi oleh pemerintah.

Pemerintah pada tahap konsesi memberikan tanggung jawab penub dalam
hal pengelolaan kepada investor uniuk menyediakan pclayanan-pelayanan
infrastruklur dalam suvatu area ferlentu, lermasuk di dalamnya pengoperasian,
perawatan dan manajemennya. Dimana pihak swasta bertanggungjawab atas sebagian
besar investasi yang digunakan untuk membangun meningkatkan Kapasitas, atan
memperluas sistem jaringan dimana pihak swasta mendapatkan pendanaan dan
investasi yang dikeluarkan berasal dan tarif yang dibayarkan oleh konsumen
Sedangkan peran pemerintah memberikan standar dan jaminan kepada pthak swasta
Prinsipnya bahwa dalam konsep ini telah terjadi pergeseran dimana tadinya
pemerintab scbagai instrumen penyedia/pelayanan infrastruktur untuk kepentingan

uumum berubah menjadi regulator atas harga dan jumlah yang harus dikenakan. Aset
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vang telah dipercayakan kepada pihak swasta untuk waktu yang diberikan
berdasarkan kontrak biasanya 20 — 30 tahun scbagai imbalan untuk menutup biaya-
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak swasta
Disisi lain juga dapat kita lihat pada aspek menurunkan ongkos, serta

peningkatan pengambilalihan teknologi oleh karena berhubungan dengan operasy
cfisicn dari sckior swasta, sclanjutnya pembangunan infrastrukiur pada pemerintah
tidak ada biaya fangsung, pembiayaan dilakukan ofeh seklor swasta karena itu tidak
perlu sumber lain tentang pembiayaan dan tidak ada atau efeknya rendah jika
dibandingkan dengan pemberi pinjaman pada sektor publik dar dana loan. Lebih
lanjut beban restko lebih rendah karena alokasi pendanaan berbibungan denpan
sektor swasta dan juga kemungkinan jaminan-jaminan yang disediakan oleh Pm:z—
peseria proyek, dari aspek keamanan dengan adanya keterlibatan organisasi yang
berpengalaman dalam hal pembiayaan dan para profesional industni dapat dipastikan
kelayakan proyek yang akan dibangun. Dengan sendinnya ferdapat pengembangan
vang tidak langsumg uniuk industn yang terkait serta pengembangan pasar modal
lokal dalam hal penggunaanya

Dalam sektor privat, keuntungan sebagai ukuran uwtama cfisiensi dapat
digambarkan pada apa yang dinunuskan dalam Pasal 1618 BW bahwa:

“Perselatuan adalah suatu perjanpian dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persckutuan, dengan
maksud untuk membagi keunfungan yang tesjadi karenanya.”

Menurut Fadillah Putea bahwa konsep cfisienst pelayanan di sektor privat

berbeda dengan sektor publik: (1) sektor publik lebih menckankan pada layanan
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sedang sektor privat menekankan pada aspek keuntungan. {2) Manajemen publik
tidak sclalu berorientasi profit, scdangkan manajemen bisnis menjadikan profrt
sebagai ukuran utama efisiensi. Hasil dari moda! yang ditanamkan pada administras:
publik berupa kepuasan pubiik.**

Dengan bertumpu dari Pasal 1618 BW serta pendapat Fadiltab Putra, dapat
disimpuikan pula seteiah dibandingkan dengan uwraian scbelumnya maka
sesungpuhnya nilai keuntungan antara para pibak dalam hal ini dibedakan dan sep
bentuk nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis oleh pihak swasta/investor berada pada
kemudahan ketersediaan lahan dengan sepala perizinannva serta fase penselolaan
dalam jangka waktu vang cukup panjang yang ditarik dari user maupun konsurmen.
Sedangkan bagl pemerintah Daerah kemudahan dapat dilihat dan segi fimancial yang
disediakan oleh sekior swasta serta keunmungan yang didapatkan dengan syarat,
dengan syarat dalam bal ini akan didapatkan dikemudian hari setelab terdapatmya
proses peayerahan pengelolaan tersebut.

3. Ferubabhan Kontrak

Pelaksanaan sebuah kontrak pada hakekatnva adalah pelaksanaan terhadap
apa vang termuat dalam klausul vang telah diputus oleh para pthak. lazimnva apa
yang termuat dalam klausul tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan
sisi pengguna jasa scbagal pihak tentunya sangat berkepentingan terhadap sasaran
dan tujuan dan pengadazn yang merupakan kewajiban kontrakiual pihak penyedia

jasa tersebut. Dalam situasi seperti ini dapat dipahami dari sisi pengguna jasa bahwa

”mea.a,mmm-xﬁﬂmmuwm
Goebler, LEiS Yopyakarts, 2001, b 17-19.
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terdapat adanya larangan untuk tidak mengubah kontrak. Perubahan kontrak tentunya
akan mcmpengaruhi tcrhadap hal yang prinsipil dalam kontrak yang sudah discpakati.

Perubahan koutrak dalam praktck pekerjaan konstruksi di Indonesia
merupakan instrumen yang hampir selalu ada dalam settap hubungan hukum yang
terjadi. Hal i dalam sebmah kontrak menjadi ketentuan pokok dimana oleh
Hasanuddin Rabman menycbutkan sebagai kalusula antisipatif, yaitu kiausula yang
berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan ferjadi
sclama masa kontrak bef‘l.mgung,Sis

Hal tersebut dapat Lita lihat pada Lontrak-kontrak privat pada smumnya,
para pthak dalam melakulan hubungan komdrakfual selalu mengantisipast adanyva
kendala-kendala yang mungkin timbul selama pefaksanaan kontrak berhngsung
dengan berupaya tanpa adanya perubahan yang signifikan terhadap kelangsungan
konirak sejauh terdapatnya persetujuan kedus belah pihak Hal mana dapat
dicontohkan dalam perumusan norma di dalam kontrak BOT scbagai berikut,”
“setiap renovas: besar, penggantian dan perubahan yang berskala besar atau struktuwal
yang besar boleh dilakukan oleh PIHAK KEDUA asal saja atas tanggungan biaya dan
ongkos sepenubinya dari PIHAK KEDUA, tidak mengurangi nilai artistik, fungsional
dan nilai ckonomis gedung komersial dan memperoich persetijuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK KESATU.” Persetujuan dimaksud dalam hal ini dipersyaratkan
pula dalam Keppres No.80/2003.

* Hassanuddin Rahman, boc.cit, b, 103
*7 lihat lampiran kontrak BOT antara Pemerintah fawa Barat dengan PT. Tri Tungpal Lestari
Makmur di bawah judul hai pitak pertaroa
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Pada umumnya berlaku prinsip, sejauh perubahan itu masib dalam ruang
lingkup koatrak {within the general scope of the contract} maka hal itu masth
dimun,g:lv;ink.:m.m Menurut Keppres No 802003, ruang hinpkup perubahan kontrak
dapat meliputt
menambah atau mengurang: volume pekeraan yang tercantum dalam kontrak
mengurang: atay menambah jenis pekerjaan
mengubah spesifikast pekegaan scsuai dengan kebutuhan lapangan

melaksanakan pekerjaan tambahan vang belum tercantum dalam Kontrak yang
diperlukan untuk menvelesaikan selurvh pekegraan.

B

Perubahan-perubahian tersebut dalam konteks kontrak BOT secara mendasar akan
mempengaruhi pada fase masa pengelolaan dan tentunya akan inklud di dalam biaya-
biava yang akan dibebam kepada pihak pepvedia jasa. Dengan melikat hal tersebut
walaupun terdapatnya instrumen perubahan kontrak seyoqyanya untuk kepenhngan
pihak penvedia jasa dengan kesepzhaman pthak pengguna jasa sejauh mungkin harus
dihindan dengan melakukan perencanaan serta perhitungan-perhitungan yang matang
dalam kerangka pelaksanaannya yang sudah barang tentu dengan pengecualian
terhadap adanya situasi keadaan kahar (force majewre).
4. Peunghentian Dan Pemutusan Hobungan Kontrak

Dalam kontrak BOT maupun kontrak-kontrak konstruksi lainnmva terdapat
pulza klausula vang sering ditonjolkan di bawah judul pemutusan perjanjian, dalam hal
ini dapat dicontohkan penormaannya scbagai berikut :*
Perjanjian 1 dapat diputuskan apabila -

a. Dengan persetuyjuan tertulis oleh PIHAK KESATU dan PHIAK KEDUA

= Sogar Simamora, (2005), op.cit h,, 291
** likn bempiran kontrak BOT antara Pemerintah Jawa Barat dengan PT. Tri Tungeal Lestai
Makrrir di bawah prdul permytrisaen perjaniian,
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b. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesatkan pembangunan gedung
perparkiran dan gedung komersial, scbagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal
12 perjanjian ind, kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure)

c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan berhenti membayar sebagaimana
dimaksud Pasal ¢ perjanjian i dan teleh mengambil langkab-langkak
pertama kearah kepailitan

d. Terjadi keadaan kahar (force majeure) dimana dari hasil perundingan PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhini peganjian.

Jika distmpulkan dari peruinusan aorma di atas bahwa perjanjian dapat putus apabila
terdapat situasi yang dipersyaratkan menvangkut keadaan kemampuan obyektif
penyvedia jasa dalam hal pembizyzan dan kemampuan tekmis vang menyebablan
adanya wanprestas: dan penegasan terhadap adanya keadaan kahar (force majeure)
denpan tetap menitik beratkan pada persetujuan para pihak unmuk ms Schingpa
dipahami bahwa ketentuan tersebut adalah ketentuan yang merupakan dasar dalam
pemutusan suatu peranjianskonirak. Untuk menegaskan kedua hal ferscbut di atas

akan diuraikan secara runtut sebagai benkut :

1. Wanprestasi

Meuavangkut keadaan vang pertama &i atas kemutlakan kegagalan adanva
suatu prestasi timbul berdasarkan kemampuan obvektif dan pihak peovedia jasa
dalam hal terhalang melaksanakan kewanban kontrakiualnya, schingga adalah suatu
kelanman kettka pthak penvedia jasa berdasarkan kemampuan obyektifnya tidak
dapat memenuhi prestasinya sebagaimana vang tertuang di dalam kontrak pihak
pengguna jasa dapat mengambil langkah-langkah untuk itu vang berujung pada
pemutusan kontrak yang sudah bamng tentu datam konteks kontrak BOT i lebih

pada pertrmbangan prinsip akuntabilitas publik, efesiensi dan efektif.

Tesis Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bot ... SYAMSU THAMRIN



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 92

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan, kemungkinan
wanpresiasi yang dilakukan olch para pihak Dalam keadaan demikian berfakulah
ketentuan- ketentuan yang wajib dipenuhi vang timbul sebagai akibat warprestasi,
yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan
perjanjian. Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan wakin
yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dalam kondis tidak sesua
schagaimana mesitnya, maka atas gugatan dari pihak yang memborongkan, hakim
dapat memutuskan pesjanjian sebagian atau selurchnya beserta segala akibat hulasviya.

Memumut Sri Soedewi,” vang dimaksud dengan akibat pemutusan perjanjian
dalam hal ou adalab pemutusan untuk waktu yang akan datang (omtbinding voor de
fockomst), dalam artian bahwa mengenat bagian pekerjaan yang telah dikujakzm-telap
dibayar (nakoming vam het verladen), namun mengenai pekegaan yang belum

dikegjakan fin yang diputus.

Dengan terjadinya pemutusan perjanjan, selain kewajiban membayar denda
yang tefah diperjanjikan, pemborong juga wajib membayar kerugian berupa ongkos-
ongkos (biaya) dan kerugian yang diderita, dan bunga harus dibayar. Dalam
praktek, pemborong bare dapat dikatakan wamprestasi jika sewclah ditegur atau
diperingati olch pihak yang memborongkan namun pemborong ctap tidak
melaksanaloan kewajibannya untuk berprestasi.

™ Sri Socdewi Masjihoen Sofyan, Sri Soedewi Masiboen Sofyan, Hukum Besngunes,
Perjanjian Pemborongan Bangunan | ibenty, Yogyakarta, 1982 b 82
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Memmut Subelti,” wujud dari tindakan wanprestasi tersebut dibedakan alas
cmpat macam, yakni tidak melaksanakan apa yang disanggupt untuk dilaksanakan,
melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidek sebagaimana yang diperjanjikan,
melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat serta melakukan sesuatu yang
menurut peranjian tidak dilakukan.

Mamun demikian scorang debitur baru dapat dikatakan wanprestas
manakala ia telah diperingati ofch pibak kreditur pamun tetap melalatkan
kawajibannya untuk memenubi prestasi. Tidak terlaksananya kewajiban tersebut
adalah karena kesalahannva vang dapat disebabkan karena kelalaian ataupun karena
kesengajaan. Dikatakan sebagai suatu kelalaian jika debitur sebenamya dapat
mencegah penyebab tidak terlaksananya prestast tetapt mtidak mencegahnya scinnggn
dapat dipersafahkan karena tidak melakaukan pencegahan tersebut. Dikatakan sebagai
suaty kesensajaan jika si debitur secara mhu dan mau untuk tidak memenubi
kewajibannya. Wanprestasi tidaklah segera terjadi sgjak debitur tidak memenuhs
prestasinya, melainkan diperfukan suatu (enggang waklu yang layak. Dalam suatu
pefanjian vang tidak ditentukan jangka waktu untuk berprestasi, pemenuhan
prestasinya dapat segera dituntut, namun hal foi tidak berarti babwa para pthak
bermaksud untuk menunht ganti rugi jika barangnya tidak segera diserahkan
Demikian pula dafam perjanjian yang ditentukan waktunya untuk memenuhi prestas:,
ini belim berarti bahwa waktu tersebut merupakan batas wakns terakhbir bags debitar
untuk memenuhi prestasinya. Adakalanya penentuan waktu tersebut dimaksudkan

bahwa debitur tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu terscbut

" R Subekti (1995), foc.cith. 45
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Menurut Subekti,”” untuk menentukan kapan scorang debitwr dikatakan
wanprestasi harus dinyatakan dahulu sccara resmi, yaitu dengan memperingatkan st
debitur itu, bahwa si berpntang menghendaki pembayaran scketika atau datam
jangka waktu yang pendek. Pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih dabulu.
Untuk menentukan kapan seorang debitwr dikatakan wanprestasi wndang - wndang
memberikan-pemecabannya dengan lembaga penctapan lalai (ingebrekesteiling),
schagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasa 1238 BW.

Setiawan,”’ mengatakan bahwa penetapan lalai adalah pesan dan kreditur
kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah
selambat - lambatnya 1a mengharapkan pemenuban prestasi.

Dengan pesan mi krediir menentukan dengan pasti, pada saat maﬁakah
debitur dalam keadaan wanprestasi manakala ta tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat
it pulalah debitur harus menanppymg alabat - akibat yang merugikan yang dischablcan
tidak dipenshinys prestasi Meskipun demikian, tidaklah wntuk scmua keadaan tidak
dipenubinya prestasi memerfukan penetapan falai untuk menentukan wunpresfasinma
pihak debttur. Dalam keadaankeadaan tertentu, warprestasi dapat disnggap terjadi
dengan seadirinya tanpa memerlukan penctapan lalai terscbut Hal ini antara lain
terjadi bilamana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, jika prestasi yang
hendak diserahkan tersebut hanya mempunyai arti bagi kreditur bilamana
diserahkan sesnai wakiu yang ditetapkan dalam perjanjian, kedna belah pibak sepakat

untuk meniadakan kewajiban membenkan penetapan 1alai yaitu menentukan dalam

YR Subekti, Pokok-Pohkok Hukum Perduta, PT. Intermasa, Jakaris 1985, b, 147
* Setiawan, R_, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1978 h.,19
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perjanjian bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, . debitur sudah dianggap
wanpresiasi.

Menurut Subekti,” dengan terjadinya wanprestasi pihak debitur, maka
pihak kreditur dapat memilih antara beberapa kemungkinan tuntutan yang dapat
dizjukan. Kemunglinan pilihan tuntutan tersebut adalah © Pertama, kreditur dapat
meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan 1n1 sudah terlambat. Kedue,
kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang didentanya
karena peranjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak
scbagaimana mestinya Ketiga, kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian diseriai
dengan pemgeantian kerugian yang didenta olehmva sebagai akibat twerlambatmva
pelaksanazn penanjian. Keempat, dalam hal suatu penampian yang meletakkau
kewapiban timbal balik, kelalaian suatu pihak, memberikan kepada pihak yang lamn
untuk memima kepada hakun supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan
pcermintaan penggantian kerugian.

Beberapa kemungkinan tuniutan vang discbutkan di atas, tidak lam
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak kreditur agar dapat
mempertahankan kepentingannva terhadap debitur yang tdak jujur. Meskipun
dermkian, hukum juga memperhatikan dan membenkan perlindungan bag: pihak
debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, Jika hal itu terjadi bukan karena

kesalahannya atan akibat kelalaiannya.

* R Subekti, (1985), ap.cit_h | 147-148
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Subekti,” mengemukakan bahwa scorang debitur yang dinyatakan
wanprestasi masth dimungkinkan untuk melakukan pembelaan berupa:

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa f(overmacht atau force
majcur}

b. Mengajukan bahwa siberpiutang / kreditur sendiri juga telah lalai fexeptio
non adempleti contracius).

. Mengajukan bahwa pihak kredinwr telah melepaskan haknya unhk menuntin
gandi rugt (rechtsverwerking).

2. Keadaan Kahar (Force Majcure)

Penghentian kontrak dikaitakan dengan keadaan kahar (force majeure),
sedangkan pemutusan dilakukan olch pengguna jasa dengan anggapan adanya
kegagalan dalam melaksanakan kewajibannva dapai kita temukan dalam ketentuan
Pasal 35 avat (1} Keppres No.80/2003 menvebutkan bahwa:

“Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadt hal-hal di luar kekuasaan para
pihak untuk wmelaksamakan kewapiban vang ditentukan dalam kontrak, yang
discbabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang
kejadiankejadian  fersebut  berkaitan denpan Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia, kekacauan dan huru harm serta bencana alam yang dinvatakan resmit
olch pemerintah, atau keadaan vang ditetapkan dalam kentrak ™
Rumusan tersebut secara prinsipil, jika diamati dalam hal di fluar kekwasaan
sebagaimana disebitkan, jika dilihat terdapat pembatasan yaitu adalah kejadian yang
menyangkut NKRI, adanya permnyataan resmi oleh pemernintah dan keadaan yang
ditetapkan dalam kontrak. Akan tetapi dalam prakteknya keadaan yang dimaksud di
dalam konitrak selala dituangkan dengan sebustan keadaan kahar (force majeure) tanpa
embel-cmbel pembatasan tersebut. Schingga pemutusan hubumgan kontrak dengan

berdasar pada situasi i, digantungkan penilaiannya pada perulazan yang subyeknf dt

PR Subekti, ibid h, 55
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antara para pihak dan jika tidak terdapat kesamaan persepsi mengeanal keadaan
terschut yang berujung pada sengketa maka wasit/aréitrasor sudah scyogyanya akan
merujuk pada pembatasan keadaan yang dimaksud dengan pertanyaan apakah ruang
lingkup keadaan tersebut menyangkut NKRI, ada atau tidaknya pemyataan resmi
pemerintah dan apakah terdapat keadaan yang dimaksud secara tegas diatwr dalam

kontrak.

Keadaan memaksa dalam BW sendini tidak terdapat rumusan terhadap
batasan keadaan memaksa tu sendin, yang dapat dilthat dan uraian ketemuan Pasal

244 dan Pasal 1245 yang secara berurut sebagar benkut :

Pasal 1244 BW :

“Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengeati biaya, rug: dan
bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu
yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga,
pun tak dapat diperianggungjawabkan padanva, kesemuanya itu pon jika itikad
buruk ndakiah ada pada prthaknya ™

Pasal 1245 BW -
“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan
membenkan atau berbuat sesuatu vang diwajibkan, atau lamtaran hal-hal vang
sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.™

Untuk dapat memberikan bafasan seda pemabaman yang lengkap tentang keadaan

memaksa, Suryodininggrat memberikan batasan sebagai berikut -

* RM Swyodiningrst, Perihatan-Pertkatan Yang Berswmber Dari Perjunjicn,Tarsoo,
Bandung, 1991 h 31
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“Keadaan memaksa ialah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitor setelab
dibuat perikatan yang debitor tidak dapat memperhbitungkannya terlebih dahulu
pada saat dibuatnya perikatan, atau scpatutaya tidak dapat memperhitunghkannya,
dan yang merintangi pelaksanaan perikatan.”

Untuk dapat dikategorikan scbagai suatu ‘keadaan memaksa, menurnt
Subekti,” selain keadaan itu diluar kekuasaannya si berhutzng dan memaksa,
keadaan vang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan tidak dapat
diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya, tidak dipikul
restkonya oleh 51 berhutang.

Jika si berhutang berhasil dalam membuktikan timbuinya keadazp yang
demikian itu, maka tuntutan si bespiutang akan ditolak oleh hakim, dan siberhutang
terluput dari penghukuman, baik penghukuman umuk memenuhi peganjian maupun
penghukuman uniuk membayar ganti rugi.

Sejalan dengan wraian ¢i atas, menurut Setiawan,”® keadaan memaksa
adalah suatu keadaan vang terjadi setetah dibuataya persetujuan yang menghalangi
tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian
dibuat. Kesemuanya im sebelum debitur lalai untk memenuhi prestasinya pada
saat timbulnya keadaan tersebut. Mengenai dapat atan tidaknya seorang berhutang
mengemukakan keadaan memaksa scbagai alasan untuk  dibebaskan dan
kewajibannys, terdapat dua teori yang membahasnya, yaitu teori obyektif dan teon

subyektif. Memumut teori obyektif, seorang berhutang hanya dapat mengemukakan

77 R. Subekti, (1985) jbid. h.,150
* Setiawan Rop.cit, b 27
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keadaan memaksa sebagai alasan, jika pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin
bagi sctiap orang Jadi keadaan memaksa dalam hal ini bessifat mutlak,
misalnya barang yang hendak discrabkan musnah karena terjadinya bencana
alam.  Sedangkan menurut teori subyektif seormang berhutang dapat
mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk dibebaskan dan
kewajibannya, meskipun pelaksanaan perjanjian masih mungkin  tetaps
dengan pengorbanan yang sanpat besar dari si berhutang  Jadi, sifat keadaan
menurut teori subyektif  adalah relatif  karena pelaksanaan
perjanjian sebenarnya masih dimungkinkan tetapi tidak dilaksanalan karena
akan menimbulkan pengorbanan yang besar dari pihak yang berhutang
Contoh dart keadaan memaksa yang bersifat refatif, misainya barang .}-ang
masth bam didatangkan oleh penjuat secara tiba - tiba harganya natk sanpat tinggt
schingga penjual tidak dapat mendatangkan atau menyerabkannya kepada pembeli.

Tenadinya keadaan memaksa dapat menghentikan bekerjanya perjangian dan
menimbulkan berbagai skibat, yaitu kreditur tidak lagi dapat mewminia pemenuhan
prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib
membayar ganti rugi, resiko tidak beralih kepada debitur, seria kreditr tidak
dapat menuntut pembatalan pada persctujuan timbal balik™

Dengan demikian timbul permnasalaban yakni pibak mana yang hanss
bertanggung jawab terhadap resiko yang berupa kerugian, jika pelaksanaan terhalang
karena timbulnya keadaan memaksa. Schubungan dengan persoalan resiko ini, perin

” Setiawan, ibid h 27
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perjanjian sepihak dimana kewajibannya hanya ada pada satu pihak saja seperii hibah
dan pinjam pakai, maka resiko atas timbulnya keadaan memaksa drtanggung olch
kredrtur, denpan kata Jain debitur tidak wajib memenulu prestasinya. Keteotuan inz
dapat ditemukan dalam pasal 1245 BW. Penerapan ketentuan tersebut pada
perikatan wituk memberikan barang tertenty, antara lain dapat ditemukan dalam pasal
1237 BW vyang menentukan bahwa kreditur yang harus menanggung resiko
kebendaan tertentn sejak perikatan ditahirkan, kecuali jika debitur dinyatakan falai.

Sedangkan pada perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak masing -
masing mempunyai kewajiban maka resiko berupa kerugian yvang timbul akibat
keadaan memaksa ditanggung oleh pihak debitur. Hal int didasarkan pada pendinan
vang sudakh umum dianut bahwa bilamana debitur yang satu tidak ada. lagz
kewajibannya maka sebagat akibat kepanntan, debimir yang [ain jupa bebas dari
kewajibanmya. Senada dengan pendirian di atas, Pitlo mengemukalan bahwa
menurut kepantasan, jika debitur tidak lagi berkewajiban maka pihak lainnya pun
bebas dan kewajibannya. Sebagai contoh, A harus menyerahkan kuda kepada B,
sebaliknya B menyerahkan sapinya kepada A. Jika kida si A mati disambar pettr,
maka si B dapat tetap menguasai sapinya. Jadi hasilnya adalah seolah - olah
tidak pernah terjadi perjanjian antara A dan B.'™

Pendinan dan alasan vang dikemukakan di atas didukung pula olch beberapa
ketentuan dalam BW, diantaranya adalah pasal 1543, 1545,1553,1602 b, 1607 BW.
Ketentuan - ketemtuan ini membebankan kerugian dalam hal, timbufnya keadaan

memaksa kepada pihak debitur pada siapa barangnya musnah. Kecuali yang diatur

1% ibid b 34
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dalam pasal 1460 BW yang menentukan bahwa jual beli barang tertentu resikonya
dibebankan kepada pibak pembceli scjak saat terjadinya perjanjian.

Dengan terjadinya suatu keadaan memaksa justru membawa akibat si
debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya jika ia mampu membuktikan bahwa
tidak terpenuhinya prestasi disebabkan keadaan memaksa yang berada diluar
kekuasaannya
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BAB IV

PENUTUP

I. Keimpulan
1. Pada penerapan prinsip dan norma pada tataran pembentukan kontrak BOT
dimana pemerintah bertindak scbagat badan hukum publik dalam melakukan
hubungan hukum privat, terdapat kewajiban yang dipersyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, dalam persyaratarn mana terdapat tahapan
mengenai prosedur dan/atau tata cara yang wajib ditempuh oleh pibak swasta
sebagai contra prestasi terientu dalam rangka menuju tahapan kontrak.
Schingga sifat kontrak oleh dan dari pemerintah mempmyai karakter .yang
berbeda dengan kontrak-kontrak bisnis lainnya. Karakter tersebxt nampak
dengan adanya penyusupan hukum publik dalam pembentukan menuju
kontrak vang bersifat prival. Dalam dinamika hukum kontrak dimana terdapat
ruang pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melaksanakan hubungan
hukum dalam wailayah privat dengan alas kewenangan peraturan perundang-
undangan, schingea perbuatan hukum ini merupakan figur hukum campuran
dalam pengertian berada di antara perjanjian keperdataan dan perjanjian
kewenangan. Dalam hal perbuatan hukumn pemerintah dalam wilayah privat
terdapat pembatasan dengan apa yang disebut prinsip transparanst sekaligus
merupakan prinsip yang dominan dalam mengalun hubungan hukum
pemenntah yang bertumpu pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dan

segi subyeknya terdapat pula konsep pelaksanaan bertindak yang

102
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diartikulasikan disatu sisi dalam hal ini pemerintab disebut oleh peraturan
perundang-undangan dengan kewenangan, dt sisi lainnya dalam hal m
swasta disebut dengan kecakapan, dua istilab vang memihki karakter yang

berbeda pula, yang tentunya berujung pada syarat sahnya kontrak.

bt

Pada penerapan pelaksanaan kontrak  kedudukan para pihak dalam
pemenuan  kewajiban-kewajiban  hukumnya tunduk pada apa yang
dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban mana
melekat sejauh pada obyek tertentu yang diperjanjikan dikuasai oleh
pemerintah. Khsusunya kontrak BOT dalam hal pelaksanaan pembangunan
yang dibangun pada lahan/tanah yang dikuasai oleh pemerintah selain tunduk
pada ketentuan BW tunduk pula pada peraturan tentang pertanahan, pemtumn
tentang jasa konstruksi, peraturan tenfang asuransi serta ketentuan peraturan
perundangan lainnya yang tferkait. Melekatnya instrumen norma peraturan
perundangan dalam substansi kontrak BOT tidak terlepas dan prinsip
keamanan, pemeliiaraan, pengawasan serta pertanggungjawaban publik
Prinsipnya pelaksanaan kewajiban kontraktual berada pada debitur. Lazimnya
pelaksanaan kontrak BOT oleh pihak penyedia jasa meliputi pembangunan
infrastruktur  diatas areal yang iclah ditetapkan, dimana pembangunan
dimaksud meliputi pula fasilitas-fasilitas dalam suatu perpaduan yang
harmonis dan nyaman dipandang Kontrak BOT bersifat pemasnkan atau
dengan kata lain adalah kontrak non pengadaan. Dalam kootrak konstruks:
atau pembangunan gedung lazimnya juga terdapat keteriibatan pihak lain di

luar para pithak (prinsip privity of confraci) yang biasa disebnst dengan
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subkontraktor, ha! tersebut lebik pada industri konstruksi dengan pelaksanaan
pekerjaan yang kompleks, dimana sangat pula dibutubkan spesialisasi
pelaksanaan pekerjaan tertentu. Secara prinsipil subkontrakior hanyalab
mengalibkan sebagian dari pekerjaan dari pekefjaan pada umumnya dari
daftar pekerjaan yang dapat disubkontraktorkan itu tefah ditetapkan oleh
pengguna jasa. Dengan demikian terdapat pencgasan tidak dibenarkan
mengalihkan secara keseluruhan kontrak terschbut. Prinsip dasar dslam
memberikan persetujuan subkontrak adalah bahwa subkontrak diperbolehkan
scjaub prestasi dari perikatannya tergolong prestasi yang dapat diganti
Tujuannya jelas yaitu untuk mencegah agar prestasi dari pibak yang menerima
subkontrak tidak Icbih rendsh dari prestasi yang telah ditentukan dafam
kontrak pokoknya sehingga tidak merugikan bagi negara. Dengan adanya
subkontrak secara tidak langsung kedudikan hubungan hukumnya hanya ada
pada penyedia barangfjasa. Dengan demikian tdak mempunyai hubungan
langsimg dengan pihak pengguna barang/jasa.
2. Saram

1. Dengan cukup banyaknya lahan yang dikuasai oleh pemerintah sampai
ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu sisi kebutuhan akan
pelayanan untuk kepentingan umum cukup mendesak dan di sisi lain
terbatasnya anggaran dalam pembangunan infrastruktur, maka konsep
peagelolaan barang milik daerah melalui pemanfaatan BOT merupakan
piliban yang sangat tepal, mengingat unsur pengalihan pendamaan sekior
swasta, pengalihan teknologi, profesionalisasi manajemen vang sudah
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terbangun ofeh sektor swasta sclama pembangunan hingga pengoperasian dan
sebagainya Hanya saja dalam hal pemanfaatan ini dan segi prosedural
pengaturan teatang  persyaratan tender perlu diatur khusus mengingat bentuk
kontrak pemerintah ini bersifat pemasukan daerah (non pengadaan) yang tidak
sama cakupannya dengan kontrak pemerintah yang bersifat pengeinaran yang
ruang lingkup penggunaan anggarannya adalah APBN/APBD.

2. Penulis menyadani bahwa apa yang sesungguhnya tertuang dalam penclitian
ini masih terdapat kekurangan-kekvrangan yang tidak memberikan
penumtasan terhadap substansi kontrak BOT yang lebih menyeluruh berkaitan
sifat kompleksnya kontrak ini baik dalam hal membangun, penggunaan serta
peayerahan kembali obyek yang diperjanjikan oleh para pihak. Olehnja itu
penulis mengharapkan untuk penclitian lebih lanjut tentang BOT ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih dari apa yang tertnang dalam penelitian

ink.
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